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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang yang
memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi
dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan
publik yang inovatif dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran dan indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah
sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan.

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi
Pemerintahan dan Masyarakat dengan indikator sasaran Persentase Pemanfaatan dan
Ketersediaan Data Kependudukan yang Akurat dan Informatif.

3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai AKIP Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
Panjang seluruh sasaran yang menjadi target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang berhasil mencapai nilai 100%. Adapun upaya yang dilakukan untuk
mencapai tujuan dan sasaran tersebut diantaranya:

1. Dukungan jaringan yang memadai dari pemerintah daerah dan pusat untuk
mewujudkan pelayanan yang berbasis IT.

2. Dukungan anggaran dari pemerintah.

3. Masyarakat sudah bisa mencetak mandiri dokumen yang dibutuhkannya.

4. Memfasilitasi kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dengan berbagai strategi

dan inovasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.

Dalam pelaksanaan untuk mencapai indikator tujuan dan sasaran strategis serta
indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain:

1. Masih terbatasnya Jarkomdat (Jaringan Komunikasi Data) untuk kegiatan lapangan

karena restrukturisasi anggaran terkait kegiatan penyediaan jasa jaringan komunikasi

data oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri.



Masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah terkait sertifikasi 1SO 27001
disebabkan karena keuangan Daerah belum bisa mengakomodir Pelaksanaan
Sertifkasi ISO 27001

. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya dokumen

kependudukan.

. Masih rendahnya kesadaran wajib KTP khususnya pemula (usia 17 tahun) terhadap

pentingnya KTP dan perekaman di usia 16 tahun.

Terhadap kendala-kendala sebagaimana disebutkan diatas, Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah melakukan langkah antisipatif agar

kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap berjalan sesuai dengan target

yang telah ditetapkan. Diantaranya :

1.

Menjalin komunikasi yang intens dengan Kementerian Dalam Negeri Dirjen Dukcapil
agar meningkatkan kualitas Jarkomdat untuk kegiatan lapangan.
Mengusulkan penyediaan anggaran kepada daerah maupun pusat untuk bias

mengakomodir pelaksanaan Setiikasi ISO 27001

. Mengadakan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung melalui media social

maupun media elektronik.

Melakukan perekaman langsung terhadap pemula KTPel dengan datang ke sekolah
SLTA negeri maupun swasta di lingkungan Kota Padang Panjang ataupun yang
bersekolah didaerah tetangga diluar Padang Panjang.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri PAN dan RB Rl Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Laporan kinerja sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai,

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik
dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang

akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Adapun yang menjadi Program Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Padang Panjang pada tahun 2025 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
indikator Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

2. Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator Persentase Kepemilikan
Identitas Kependudukan Digital dan Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak.

3. Program Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase Akta Kematian yang
Diterbitkan Bagi yang Melaporkan, Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan

Bagi yang Melaporkan, Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang



Melaporkan dan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang

Melaporkan.

. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator

Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang Dimanfaatkan.
Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indikator Cakupan
Pengelolaan Profil Kependudukan.

Program strategis ini diaplikasikan kedalam 12 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang

disesuaikan dengan arah dan kebijaksanaan Umum Pemerintah Kota Padang Panjang

serta Strategi dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025. Dengan adanya program ini

diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor Nomor 38 Tahun

2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam melaksanakan tugas sebagaimana

disebutkan di atas menyelenggarakan fungsi:

a.

Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan agama
daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak,
cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;

Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan agama
daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-
masing kepada instansi vertikal daerah;

Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Daerah

dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;

. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian urusan administrasi kependudukan di daerabh;

Pengadaan blangko dokumen kependudukan berupa formulir, buku untuk
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan
kebutuhan, selain blangko KTP-el;

Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan,

formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada

kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;

. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan

peristiwa penting;



i. Penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan Republik
Indonesia melalui Menteri;

j- Fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;

k. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;

|. Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;

m. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;

n. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan
masyarakat;

0. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

p. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan
agama daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah,
talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka
pembangunan basis data kependudukan; dan

g. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
1.1.1 Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai pasal 2 mempuyai
tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi pelaksana teknis
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai
berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan Renstra pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Renstra Daerah dalam bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. Mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan tugas di lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan program yang telah
ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana,

c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengan cara rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh
kinerja yang diharapkan;

d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan
hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan sekretariat sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja;



f. Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
pencapaian target kinerja;

g. Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja;

h. Menyusun dan menetapkan sistem pengendalian intern pemerintah, standar
operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas
untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai
akuntabilitas kinerja; dan

j- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi
keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,
pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian,
pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sekretaris dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian program kegiatan bidang;

b. Pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian
Disdukcapil;

c. Pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;

d. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset Disdukcapil;

e. Pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Disdukcapil;

f. Pengoordinasian fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan
informasi Disdukcapil;

g. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Disdukcapil;

h. Pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi,
sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan
budaya pemerintahan Disdukcapil;

i. Pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

j- Pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Disdukcapil,



k. Penatausahaan keuangan Disdukcapil;

I. Pengelolaan perbendaharaan Disdukcapil;

m. Pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Disdukcapil;

n. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Disdukcapil;

0. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Disdukcapil; dan

p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

Sekretariat mempunyai Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan uraian
sebagai berikut:

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (5) mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan
kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan,
pengelolaan asset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan
administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja
aparatur sipil negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan
kepegawaian;

Pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan;

Penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;

Pengelolaan administrasi kepegawaian;

Penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;

-~ o o oo

Penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara;

Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Disdukcapil;

s @

Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian umum dan kepegawaian;

Fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi;

j- Fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses
bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei
kepuasan masyarakat;

k. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada
Subbagian umum dan kepegawaian;

I. Fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

1.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan



Bidang pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan pelayanan
administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang
pelayanan administrasi kependudukan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil;

b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil;

d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil;

f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil; dan

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil.

1.1.4 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan

Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan
data mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, mengoordinasikan, membina,
mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan
data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
mempunyai fungsi:

a. Penyiapan koordinasi kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data
dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerjasama
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

c. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan

administrasi kependudukan;



d. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagimana
Peraturan Wali kota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

DINAS
SEKRETARIAT
I I
SUBBAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL dan atau
DAN KEPEGAWAIAN PELAKSANA
BIDANG PELAYANAN BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL dan atau KELOMPOK JABATAN
PELAKSANA FUNGSIONAL dan atau
PELAKSANA
UPTD

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang sebagaimana tersebut di atas, sumber daya
manusia yang tersedia adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari 16
(enam belas) orang ASN dengan rincian 13 (tiga belas) orang PNS dan 3 (tiga) orang
PPPK dan 9 (sembilan) orang tenaga harian lepas. Sebagai gambaran umum Sumber
Daya Manusia (Aparatur) yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Dalam melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan

Padang Panjang dapat dilihat pada tabel di bawabh ini:

Tabel 1.1
Data ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Padang Panjang Menurut Golongan
s.d. kondisi Desember 2025:

No. Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase
1 2 3 4 5 6
1. | Golongan IV 3 0 3 18,75 %
2. | Golongan Il 2 8 10 62,50 %
3. | Golongan Il 1 2 3 18,75 %
Jumlah 6 10 16 100,00 %
Tabel 1.2
Data PPPK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang Menurut Golongan
s.d. Kondisi Desember 2025
No. Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase
1 2 3 4 5 6
1. | Golongan VI 0 2 2 66,67%
2. | Golongan IX 0 1 1 33,33%
Jumlah 0 3 3 100,00 %
Tabel 1.3
Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang Menurut Tingkat Pendidikan
s.d. Kondisi Desember 2025
No. Golongan Laki-Laki Perempuan | Jumlah | Persentase
1 2 3 4 5 6
1. Pascasarjana/S 2 2 1 3 18,75 %
2. Sarjana/S 1 2 5 7 43,75 %
3. Sarjana Muda/D3 1 3 4 25,00 %
4. SLTA 1 1 2 12,50 %
Jumlah 6 10 16 100,00 %




Tabel 1.4

Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
yang Telah Mengikuti Diklat Struktural dan Diklat Fungsional

s.d. dengan Kondisi Desember 2025:

No. Jenis Diklat Struktural L P Jumlah
1 2 3 4 5
1. | SPAMEN /Pim Tk.lI 0 0 0
2. | SPAMA/ Pim Tk.llI 1 0 1
3. | ADUM/Pim Tk.IV 0 2 2
Jumlah 1 2 3

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Untuk mengidentifikasi posisi strategis dan menentukan arah pengembangan
layanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknes, Opportunities, Threats). Analisis ini
mencakup faktor internal, yang menyoroti kekuatan dan kelemahan organisasi, serta
faktor eksternal, yang menilai peluang dan tantangan dari lingkungan sekitar. Hasil
analisis ini menjadi dasar bagi penyusunan strategi dan program kerja dalam Rencana
Strategis (Renstra) Dukcapil, sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat
ditingkatkan secara efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh
masyarakat. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan

permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

1) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan
sangat baik berdasarkan hasil olah data yang diperoleh pada tahun 2025
sebesar 97,77.

2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki struktur yang terorganisir
dengan baik, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan Kelompok Jabatan
Fungsional.

3) Tugas dan fungsi masing-masing bagian telah diuraikan dengan jelas dalam
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Nomor 38 Tahun 2024 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4) Adanya SOP yang jelas didukung dengan aturan pusat yang sejalan.

b. Kelemahan

1) Masih terbatasnya Jarkomdat (Jaringan Komunikasi Data) untuk kegiatan
lapangan karena restrukturisasi anggaran terkait kegiatan penyediaan jasa

jaringan komunikasi data oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri.
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2) Masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah terkait sertifikasi 1ISO 27001
disebabkan karena keuangan Daerah belum bisa mengakomodir Pelaksanaan
Sertifkasi ISO 27001.

3) Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya
dokumen kependudukan.

4) Masih rendahnya kesadaran wajib KTP khususnya pemula (usia 17 tahun)
terhadap pentingnya KTP dan perekaman di usia 16 tahun.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

1) Adanya perubahan teknologi informasi yang dinamis dan diterapkan dalam
administrasi kependudukan.

2) Kolaborasi lintas Perangkat Daerah dan lintas instansi sehingga saling
bekerjasama dalam rangka peningkatan pelayanan masing-masing.

b. Tantangan

1) Sering terjadi gangguan aplikasi maupun data center sehingga mengganggu
pelayanan administrasi kependudukan.

2) Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan

dokumen administrasi kependudukan.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil dan berdasarkan hasil reviu terhadap Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5

Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Potensi Daerah Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan
o Isu KLHS yang PD .
yang Menjadi Permasalahan R Isu Strategis
elevan dengan
Kewenangan PD PD PD
PD Global Nasional Internasional
(1) ) 3) “) ®) ©) )
- Sistem layanan | - Rendahnya - Aksesibilitas - Digitalisasi - Target - SDGs 16.9: - Peningkatan
administrasi kesadaran layanan dasar layanan nasional Identitas cakupan
kependudukan masyarakat - Keadilan sosial | publik cakupan hukum bagi dokumen
terintegrasi untuk update dan inklusi - Inklusi adminduk semua dasar (akta
- SDM yang data kelompok rentan | sosial global | 100% - Konvensi kelahiran, KK,
cukup kompeten | kependudukan - Ketertinggalan - Transformasi | Hak Anak KTP-el)
dan responsif - Masih terdapat | daerah dan digital (UNICEF) - Penguatan
- Dukungan anak tidak kelompok pelayanan - Komitmen pelayanan
regulasi pusat memiliki akta miskin public global berbasis
kelahiran terhadap digital dan
- Data inklusi sosial jemput bola
penduduk dan hak sipil - Integrasi
belum lintas sektor
sepenuhnya (Dinkes,
sinkron dengan Kemenag,
penerima Dinsos)
bantuan sosial - Peningkatan
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Potensi Daerah
yang Menjadi
Kewenangan

PD

Permasalahan
PD

Isu KLHS yang
Relevan dengan
PD

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan

PD

Global

Nasional

Internasional

Isu Strategis
PD

1)

&

®3)

4)

®)

6

(@)

literasi hukum

dan
kepedulian
Masyarakat

1.6 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 yang
dilakukan oleh Inspektorat memperoleh nilai 70,70 atau prediket BB. Rincian Penilaian

tersebut adalah sebagai berikut :

No Komponen yang Dinilai Bobot Nilai 2024
1. Perencanaan Kinerja 30 23.70
2. Pengukuran Kinerja 30 15.60
3. Pelaporan Kinerja 15 12.90
4, Evaluasi Internal 25 18.50
5. Nilai Hasil Evaluasi 100 70.70
6. Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya

kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang,

Inspektorat memberikan rekomendasi terhadap komponen vyang dinilai untuk

ditindaklanjuti.
Rekomendasi dan tindaklanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 1.6
Tindal Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

STATUS/
NO REKOMENDASI RENCANA AKSI TINDAK LANJUT | TARGET | o Weent | PENoSUNG PROGRES KN i LINK BUKTI DUKUNG
PENYELESAIAN
1 Perencanaan Kinerja

1| Melakukan perbaikan Melakukan perbaikan laporan B06 Bagian Sudah Sudah https://esr.menpan.go.id/i
penjejangan kinerja dari penjejangan kinerja Keuangan, dilaksanakan ditindak ndex.php/docs/pk
level jabatan tertinggi dari level jabatan tertinggi Perencanaan, lanjuti https://esr.menpan.go.id/i
hingga level operasional hingga ke level operasional Evaluasi dan ndex.php/docs/lainnya
dengan memperhatikan dengan memperhatikan Pelaporan
logical framework dan Critical ) dan Logical
critical success factor Framewok dalam mencapai
dalam mencapai tujuan tujuan dan sasaran organisasi
dan sasaran organisasi

2 | Melakukan pemetaan Melakukan pemetaan pada laporan B06 Bagian Sudah Sudah https://esr.menpan.go.id/i
pada penjenjangan penjenjangan kinerja yang Keuangan, dilaksanakan ditindak ndex.php/docs/lainnya
kinerja yang dimiliki untuk dimiliki untuk melihat adanya Perencanaan, lanjuti
melihat adanya potensi potensi cosscuttingkinerja Evaluasi dan
cosscuttingkinerja dengan dengan identifikasi secara Pelaporan
identifikasi secara spesifik spesifik bentuk kolaborasi
bentuk kolaborasi antar antar PD dan pihak-pihak lain
PD dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan
yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja
dalam mencapai kinerja

Pengukuran Kinerja

1| Menyusun mekanisme Melakukan monitoring laporan B06 Bagian Sudah Sudah https://esr.menpan.go.id/i
pengumpulan data kinerja dan evaluasi Keuangan, dilaksanakan ditindak ndex.php/docs/lainnya
di OPD Standad Perencanaan, lanjuti
Operating Procedure Evaluasi dan
(SOP) Pelaporan

2 | Menyusun dan Menyusun dan laporan B06 Bagian Sudah Sudah https://esr.menpan.go.id/i
menyampaikan laporan menyampaikan laporan Keuangan, dilaksanakan ditindak ndex.php/docs/lainnya
pengukuran kinerja pengukuran kinerja Perencanaan, lanjuti
berjenjang setiap berjenjang setiap Eselon/PK Evaluasi dan
Eselon/PK per per triwulannya Pelaporan
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https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/lainnya

STATUS/

WAKTU PENANGGUNG KONDISI MASALAH YANG
NO REKOMENDASI RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET | oot AKSANAAN JAWAB PE:$I(E)I<_3ERS|ZSIAN TERKINI DIHADAPI LINK BUKTI DUKUNG
triwulannya
3 | Memanfaatkan hasil Akan memanfaatkan hasil dokume B06 Bagian Sudah Proses
pengukuran kinerja pengukuran kinerja organisasi n Keuangan, dilaksanakan
organisasi sebagai dasar sebagai dasar pengambilan Perencanaan,
pengambilan keputusan, keputusan, baik pemberian Evaluasi dan
baik pemberian reward reward dan punishment, Pelaporan
dan punishment, perubahan strategi dan target
perubahan strategi dan kinerja, maupun pola
target kinerja, maupun pengembangan kompetensi
pola pengembangan dan mutasi rotasi di
kompetensi dan mutasi Pemerintah Kota Padang
rotasi di Pemerintah Kota Panjang
Padang Panjang
Pelaporan Kinerja
1| Selalu mempedomani Rapat Evaluasi dokume B06 Bagian Sudah Sudah
Peraturan Menteri n Keuangan, dilaksanakan ditindak
Pendayagunaan Aparatur Perencanaan, lanjuti
Negara dan Reformasi Evaluasi dan
Birokrasi Nomor 53 Pelaporan

Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerija,
Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviuw atas
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dalam
menyusun laporan kinerja

Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal
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STATUS/

NO REKOMENDASI RENCANA AKSI TINDAK LANJUT | TARGET | o Weeht [ PENoSUNG PROGRES KN =i LINK BUKTI DUKUNG
PENYELESAIAN
Menindaklanjuti seluruh Rapat Evaluasi dokume B06 Bagian Sudah Sudah
rekomendasi hasil Program Kegiatan n Keuangan, dilaksanakan ditindak
evaluasi akuntabilitas Perencanaan, lanjuti
kinerja internal yang Evaluasi dan
dilakukan oleh Inspektorat Pelaporan

Kota Padang Panjang
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS
2.1.1 Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026

Berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
Panjang Tahun 2024-2026, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
2024-2026, pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tujuan
dan sasaran sebagai berikut:

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun
2024-2026 mempunyai Tujuan “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan dalam
Administrasi Kependudukan”, dengan Indikator Tujuan vyaitu: Nilai Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

Sasaran Strategis Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah: Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Kependudukan yang Efektif dan Efisien, dengan Indikator Sasaran vyaitu: Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Administrasi Kependudukan.

Rincian tujuan, sasaran, indikator, serta target kinerja jangka menengah
berdasarkan Renstra 2024—-2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

RENSTRA 2024-2026

No Tujuan Sasaran Indikator Target

2024 | 2025 | 2026

1 | Meningkatnya Nilai 90 93 95

Kinerja Penyelenggaraan

Penyelengaraan Pelayanan Publik

dalam Administrasi

Kependudukan
Meningkatnya | Indeks Kepuasan | 92 94 95
Pelayanan Masyarakat
Administrasi terhadap Layanan

Kependudukan | Administrasi

yang Efektif Kependudukan

dan Efesien

*Sumber : Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
Panjang Tahun 2024-2026
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2.1.2 Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

Renstra Tahun 2025-2029 disusun untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis
Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029. Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan
Renstra 2025-2029 dan tidak terdapat perubahan/revisi dokumen Perencanaan Renstra
2025-2029 karena merupakan periode awal.

Pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029
mempunyai Tujuan “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Pelayanan Publik yang Inovatif” dengan Indikator Tujuan yaitu: Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran Strategis Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagi berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Sasaran yaitu: Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan;

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi
Pemerintahan dan Masyarakat dengan Indikator Sasaran vyaitu: Persentase
pemanfaatan dan ketersediaan data kependudukan yang akurat dan informatif;

3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran yaitu: Nilai AKIP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rincian tujuan, sasaran, indikator, serta target kinerja jangka menengah
berdasarkan Renstra 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

RENSTRA 2025-2029

No Tujuan Sasaran Indikator Target
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 Meningkat Indeks 4,17 4,20 4,22 4,24 4,26 4,28 4,30
kan kualitas Pelayanan
penyelenggaraan Publik
pemerintahan
daerah dan
pelayanan publik
yang inovatif
Meningkatny | Indeks 98,81 | 98,82 | 98,83 | 98,84 | 98,85 | 98,86 | 98,87
a Kualitas Kepuasan
Pelayanan Masyarakat
Publik terhadap
Layanan
Administrasi
Kependuduk
an
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Meningkatny | Persentase 100 100 100 100 100 100 100

a Kualitas Pemanfaata

Pengelolaan | ndan

dan Ketersediaa

Pemanfaata | n Data

n Data Kependuduk

Kependuduk | an yang

an bagi Akurat dan

Pemerintaha | Informatif

n dan

Masyarakat

Meningkatny | Nilai AKIP 70,70 | 72,28 | 73,86 | 75,44 | 77,01 | 78,59 | 80,17

a Kinerja Dinas

Perangkat Kependuduk

Daerah an dan
Pencatatan
Sipil

* Sumber : Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
Panjang Tahun 2025-2029

2.2 Perjanjian Kinerja

Pada awal Tahun 2025, Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 yang berbasis Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Namun demikian, seiring dengan
ditetapkannya RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029, dilakukan penyesuaian terhadap
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah daerah yang baru.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencakup penyesuaian sasaran
strategis dan indikator kinerja, tanpa mengubah substansi utama pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk
memperkuat orientasi kinerja pada peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi
pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan, serta penguatan akuntabilitas kinerja
perangkat daerah.

Secara ringkas, sasaran strategis dan indikator kinerja yang termuat dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencerminkan kesinambungan antara dokumen
perencanaan sebelum dan sesudah perubahan, sekaligus memastikan bahwa
pengukuran kinerja pada Tahun 2025 tetap relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2025, baik sebelum maupun setelah perubahan,
disajikan dalam bentuk tabel pada bagian berikut dan dilampirkan secara lengkap pada

bagian lampiran laporan ini.
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Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

SEBELUM SESUDAH
Sasaran Indikator Sasaran Indikator
No Strategis Kinerja Target No Strategis Kinerja Target
1) (2) 3) 4) 1) 2) (3) (5)
1 | Meningkatnya | Indeks 98.81 1 | Meningkatnya Indeks 98.82
Pelayanan Kepuasan Kualitas Kepuasan
Administrasi Masyarakat Pelayanan Masyarakat
Kependudukan | Terhadap Publik Terhadap
yang Efektif Layanan Layanan
dan Efesien Administrasi Administrasi
Kependudukan Kependudukan
2 | Meningkatnya Persentase 100%
Kualitas Pemanfaatan
Pengelolaan dan | dan
Pemanfaatan Ketersediaan
Data Data
Kependudukan Kependudukan
bagi yang Akurat dan
Pemerintahan Informatif
dan Masyarakat
3 | Meningkatnya Nilai AKIP Dinas 72,28
Kinerja Kependudukan
Perangkat dan Pencatatan
Daerah Sipil
Anggaran (Rp)
No Program Keterangan
Sebelum Sesudah
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.137.818.511 2.820.682.482
Kabupaten/kota
2 Pendaftaran Penduduk 458.864.100 195.078.840
3 Pencatatan Sipil 139.668.050 98.276.970
4 Pengelolaan Informasi Administrasi 179 752.500 98.579.850
Kependudukan
5 Pengelolaan Profil Kependudukan 24.967.000 9.981.000
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) sebagai media pertanggungjawaban
kepada seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, diharapkan
mampu menjadi tolak ukur kinerja jajaran pemerintah dan mampu menjelaskan secara
transparan seberapa jauh manfaat yang diberikan. Laporan Kinerja ini merupakan suatu
implementasi kebijakan pemerintah daerah, yang mengakumulasikan ketepatan sebuah
perencanaan pemerintahan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian
sasaran strategis beserta indikator kinerjanya berdasarkan hasil pengukuran kinerja.
Pada Tahun 2025 terjadi perubahan dokumen perencanaan dari Renstra 2024—-2026
(berdasarkan RPD 2024-2026) menjadi Renstra 2025—-2029 (berdasarkan RPIJMD 2025—-
2029), sehingga analisis capaian kinerja disajikan dalam dua bagian, yaitu sebelum dan

setelah perubahan.

3.1.1 Capaian Kinerja Sebelum Perubahan (Renstra 2024-2026)

Pada Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
Panjang melaksanakan Perjanjian Kinerja yang disusun berdasarkan Renstra 2024—-2026.
Dalam kerangka tersebut, organisasi melaksanakan 1 (satu) sasaran strategis yang
didukung oleh 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua)

subkegiatan.’
Adapun capaian dari Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis :  Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Kependudukan yang Efektif dan Efisien

Capaian Tahun 2025
N Indik Kinerj Tah
° ndikator Kinerja anhun Target Realisasi % Capaian
2024
1 | Indeks Kepuasan 98,81 98,81 97,77 98,95%

Masyarakat terhadap
Layanan Administrasi

Kependudukan
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Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, target IKM sebesar 98,81
dengan realisasi sebesar 97,77 , dengan mutu A dan termasuk pada tingkat Kinerja
Pelayanan Sangat Baik. Survei IKM dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian
(LLPM) Universitas Andalas yang difasilitasi oleh Sekretariat Daerah Kota Padang
Panjang. Pengukuran dilakukan berpedoman Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 juga
merupakan amanat Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang
merupakan bentuk evaluasi dan pengelolaan pelaksanaan pelayanan publik.

Berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, capaian tersebut (98,95%)

termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Note; Target IKM tahun 2025 pada renstra 2024-2026 adalah 94. Dalam perjanjian
kinerja ditetapkan 98,81 karena realisasi tahun 2024 adalah 98,81. Logikanya karena
capaian tahun sebelumnya (2024) tidaklah mungkin target 94 tahun berikutnya (2025)

lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya.
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat pada tabel
berikut ini:

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
yang Efektif dan
Efesien

Masyarakat
terhadap Layanan
Administrasi
Kependudukan

Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian
Realisasi (%)
Meningkatnya Indeks Kepuasan 98,81 97,77 98,95

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2024 Tahun 2025
Sasaran Strategis Indikator Tahun 2023
0, 0, 0,
No. Sasaran Tar Reali % . Tar | Reali % . Tar Realisa % .
. | Capai .| Capai . Capai
get sasi get sasi get Si
an an an
1. Meningkatnya Indeks Kepuasan 98,75 98,42 | 99,67 | 98,42 | 98,81 | 100,40 98,81 97,77 98,95
Pelayanan Masyarakat
Administrasi terhadap Layanan
Kependudukan yang | Administrasi
Efektif dan Efisien Kependudukan

22



Unsur penghambat belum maksimalnya pencapaian kinerja diatas yaitu:

. Masih terjadinya kendala jaringan untuk website/aplikasi layanan online sehingga
masyarakat harus menunggu lebih lama untuk menyelesaikan layanan.

. Ruang layanan di Kantor Disdukcapil terasa sempit apabila banyak masyarakat yang
melakukan layanan, area parkir yang terbatas terutama untuk kendaraan roda empat.
. Kompetensi petugas perlu ditingkatkan baik dalam cara melayani maupun
penggunaan teknologi.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang telah dan terus dilakukan antara lain :

. Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait gangguan
layanan.

. Memberikan saluran online lainnya sebagai alternatif layanan online (yaitu melalui
Whatsapp) dan lebih memaksimalkan layanan di MPP dengan cara sosialisasi berkala
melalui media social.

. Melakukan pelatihan IT bagi petugas pelayanan.

. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
akhir

rencana

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024—2026, realisasi IKM sampai

dengan Tahun 2025 telah mendekati bahkan melampaui target jangka menengah yang

ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan

sesuai dengan arah perencanaan strategis organisasi.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel

di bawah ini:
Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir
Renstra
No Indikator Indikator Target | Realisasi % Taget %
Sasaran Kinerja Tahun Tahun Capaian Akhir Capaian
2025 2025 Tahun Renstra | Renstra
2025
1) 2) 3) (6) () 8) ) (10
1. | Meningkatnya Indeks 98,81 97,77 98,95 95 102,92
Pelayanan Kepuasan
Administrasi Masyarakat
Kependudukan terhadap
. Layanan
yang Efektif dan Administrasi
Efisien Kependudukan
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* Sumber : Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
Panjang Tahun 2024-2026

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi/nasional

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 mencapai 97,77. Capaian ini
berada di atas target yang ditetapkan pada tingkat Provinsi, yaitu sebesar 90 untuk
indikator yang sama.

Dengan demikian, kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Kota Padang
Panjang menunjukkan hasil yang sangat baik, karena mampu melampaui standar
provinsi dengan selisih 7,77 poin. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas layanan
kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Padang Panjang telah berjalan secara efektif,
responsif, dan memenuhi harapan masyarakat.

Capaian tersebut juga menunjukkan adanya komitmen dan upaya berkelanjutan
dari perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik melalui
peningkatan kompetensi petugas, pemanfaatan sistem layanan berbasis digital, maupun

perbaikan mekanisme pelayanan kepada masyarakat.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor utama, antara lain:

1. Pelaksanaan pelayanan jemput bola dan pelayanan langsung ke sekolah-
sekolah;

2. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan (front office);

3. Dukungan sarana prasarana, anggaran, serta jaringan komunikasi data.

4. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat terkait prosedur
pelayanan administrasi kependudukan;

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan;

Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja tersebut antara lain:

1. Meningkatnya jumlah permohonan layanan administrasi kependudukan
sehingga pada waktu-waktu tertentu terjadi peningkatan antrean pelayanan
yang memengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap kecepatan
pelayanan.

2. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan volume
pelayanan yang harus ditangani, sehingga memengaruhi optimalisasi

pelayanan pada jam-jam pelayanan yang padat.
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3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, terutama pada
peralatan dan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam
pelayanan administrasi kependudukan.

4. Masih adanya masyarakat yang belum memahami secara lengkap persyaratan
pelayanan, sehingga harus melakukan perbaikan atau melengkapi kembali
dokumen yang diperlukan, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi
terhadap kemudahan layanan.

5. Adanya kendala teknis yang bersifat sistemik, seperti ketergantungan pada
jaringan dan sistem informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi
dengan pusat, sehingga pada kondisi tertentu dapat memengaruhi kelancaran

pelayanan.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang telah dan terus dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi manajemen pelayanan dan pengaturan antrean
Melakukan pengaturan jadwal pelayanan yang lebih efektif, termasuk
penguatan sistem antrean, penambahan layanan pada jam-jam tertentu, serta
pelaksanaan pelayanan jemput bola untuk mengurangi penumpukan pemohon
di kantor pelayanan.

2. Peningkatan kapasitas dan distribusi sumber daya manusia
Mengoptimalkan penempatan pegawai sesuai beban kerja, melakukan
pembagian tugas yang lebih proporsional, serta meningkatkan kompetensi
SDM melalui pelatihan teknis pelayanan administrasi kependudukan.

3. Penguatan sarana dan prasarana serta infrastruktur teknologi informasi
Melakukan pemeliharaan dan pengadaan peralatan pelayanan secara
bertahap, serta meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi guna
mendukung kelancaran dan kecepatan pelayanan.

4. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
Melakukan sosialisasi secara intensif terkait persyaratan dan prosedur
pelayanan administrasi kependudukan melalui berbagai media, baik secara
langsung maupun digital, guna mengurangi kesalahan dan kekurangan berkas
oleh masyarakat.

5. Peningkatan koordinasi dan antisipasi kendala sistem
Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait sistem dan jaringan
administrasi kependudukan, serta menyiapkan langkah antisipatif dan solusi
alternatif dalam menghadapi kendala teknis guna menjaga keberlangsungan

pelayanan.
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6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh 5 (lima) program utama, yaitu

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pendaftaran Penduduk,

Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Seluruh program tersebut secara

langsung berkontribusi

administrasi kependudukan.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Hasil

terhadap peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan

pengukuran capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Pemenuhan Urusan
Penunjang yang
Dipenuhi

No Indikator Kinerja % Target Tahun 2025
T;apnalza(;]m Target Realisasi % Capaian
§ (%) (%)
1. | Persentase 100 100 100 100.00

Capaian

kinerja Program Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini

terlihat dari indikator Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi,

dimana target sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 100%. Capaian ini

menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

perangkat daerah telah terpenuhi secara optimal sesuai dengan perencanaan yang

telah ditetapkan.

2) Program Pendaftaran Penduduk

Hasil pengukuran capaian Program Pendaftran Penduduk dapat dilihat pada tabel

berikut :
No Indikator Kinerja % Target Tahun 2025
Tthipnalzagm Target Realisasi % Capaian
(%) (%)

1. | Persentase 30.93 34 36.06 106.06
Kepemilikan Identitas
Kependudukan Digital

2. | Persentase 96.99 97 99.17 102.24
Kepemilikan Kartu
Identitas Anak
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Indiktor Persentase Kepemilikan Kartu ldentitas Anak (KIA) juga mencatat
hasil yang menggembirakan. Dari target 97%, realisasi mencapai 99,17% atau
102,24% dari target, menandakan komitmen kuat dalam melindungi hak identitas
anak sejak dini. Hal ini didorong oleh adanya kerjasama layanan terintegrasi
dengan bidan dan fasilitas kesehatan di Kota Padang Panjang, dimana bayi yang
baru lahir langsung diterbitkan Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran.

Indikator program dengan Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan
Digital (IKD) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 34%. Hingga akhir tahun,
capaian kinerja berhasil mencapai 36,06%, sehingga melampaui target yang telah
ditetapkan. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan,
antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pelayanan jemput bola aktivasi IKD di
berbagai lokasi serta sinergi dan kerja sama yang baik dengan perangkat daerah
(OPD), kecamatan, dan kelurahan dalam mendorong masyarakat untuk melakukan
aktivasi IKD. Upaya kolaboratif tersebut berkontribusi signifikan dalam
meningkatkan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital di Kota Padang

Panjang.

3) Program Pencatatan Sipil

Hasil pengukuran capaian Program Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut

No Indikator Kinerja % Target Tahun 2025
T Chapnalzaon o4 Target Realisasi % Capaian
an (%) (%)
1. | Persentase Akta 100 100 100 100.00

Kematian yang
Diterbitkan bagi yang
Melaporkan

2. | Persentase Akta 91.8 100 100 100.00
Kelahiran yang
Diterbitkan bagi yang
Melaporkan

3. | Persentase Akta 100 100 100 100.00
Perkawinan yang
Diterbitkan bagi yang
Melaporkan

4. | Persentase Akta 100 100 100 100.00
Perceraian yang
Diterbitkan bagi yang
Melaporkan

Indikator utama berhasil mencapai 100% capaian. Akta kematian, akta
kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian yang dilaporkan masyarakat
semuanya diterbitkan sesuai target. Khusus akta kelahiran, meskipun capaian
tahun 2024 berada di angka 91,8%, pada tahun 2025 berhasil ditingkatkan hingga
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mencapai 100%. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan serta

kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwva penting dalam kehidupan

berkeluarga.

4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Hasil pengukuran

capaian

Program Pengelolaan

Kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Informasi

Administrasi

Kependudukan
yang Dimanfaatkan

No Indikator Kinerja % Target Tahun 2025
T;apnalza(;lm Target Realisasi % Capaian
! (%) (%)
1. | Persentase Informasi 100 100 100 100.00

Indikator kinerja Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan,

dimana pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar

100%

dan berhasil

direalisasikan sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian ini

menunjukkan bahwa pengelolaan serta pemanfaatan

informasi

kependudukan telah dilaksanakan secara optimal. Data kependudukan yang

tersedia telah dimanfaatkan secara maksimal

dalam mendukung berbagai

kebutuhan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu,

keberhasilan ini

juga mencerminkan bahwa sistem pengelolaan

informasi

administrasi kependudukan telah berjalan dengan baik, didukung oleh koordinasi

yang efektif serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai.

Dengan

tercapainya target kinerja tersebut, Program Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan

telah memberikan

kontribusi

signifikan dalam mendukung

penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai

dasar perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan di lingkungan

Pemerintah Daerah.

5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Hasil pengukuran capaian Program Pengelolaan Profil Kependudukan dapat dilihat

pada tabel berikut :

Profil Kependudukan

No Indikator Kinerja % Target Tahun 2025
Tthipnalzagm Target Realisasi % Capaian
(%0) (%0)
1. | Cakupan Pengelolaan 100 100 100 100.00

Indikator Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan, dimana pada Tahun

2025 ditetapkan target sebesar 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%,
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sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa

pengelolaan profil kependudukan telah dilaksanakan secara optimal dan
menyeluruh. Data dan informasi kependudukan yang dihimpun telah diolah dan
disajikan secara sistematis sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat
mengenai kondisi dan dinamika kependudukan di Kota Padang Panjang. Sebagai
output dari pelaksanaan program ini, telah diterbitkan Buku Profil Kependudukan
Tahun 2025 yang memuat data dan analisis kependudukan secara komprehensif.
Buku ini menjadi sumber informasi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh
pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam mendukung
perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan peningkatan kualitas
pelayanan publik. Dengan demikian, Program Pengelolaan Profil Kependudukan
telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penyediaan data
kependudukan yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai

dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

a. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 16 orang ASN dan 9
orang pegawai harian lepas. Sebaran Golongan: Mayoritas pegawai berada di
Golongan Il (56,25%). Tingkat Pendidikan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil adalah 43,75,7% pegawai memiliki gelar Sarjana (S1), 18,75%
memiliki gelar S2, 25% pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma (DIll) dan

12,50% tingkat pendidikan SLTA.

Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kondisi Ideal

Kondisi Saat Ini

Kelebihan & Kekurangan
(Analisis Efisiensi)

Tindak Lanjut

Kecukupan jumlah
SDM sesuai beban
kerja dan seluruh
formasi terisi

16 ASN dan 9 PHL,
masih terdapat
keterbatasan SDM pada
fungsi pelayanan

Efisien secara output: Kinerja
pelayanan tetap tercapai
dengan SDM terbatas. Gap:
Beban kerja tinggi berpotensi
menurunkan kualitas layanan

Optimalisasi distribusi pegawai
dan usulan penambahan
petugas layanan prioritas

SDM memiliki
kualifikasi pendidikan
tinggi dan relevan

Mayoritas S1 (43,75%)
dan S2 (18,75%),
didukung DIIl dan SLTA

Efisien secara kompetensi:
Kombinasi pendidikan
mendukung fungsi teknis dan
manajerial. Gap: Belum
seluruh posisi diisi SDM
dengan kualifikasi ideal

Penyesuaian penempatan
berbasis kompetensi dan
dorongan studi lanjut

SDM memiliki
kompetensi
tersertifikasi

Belum terdapat pegawai
bersertifikasi kompetensi

Efisien secara pengalaman
kerja: Pelayanan tetap
berjalan baik. Gap: Belum
ada pengakuan formal
kompetensi

Fasilitasi sertifikasi kompetensi
teknis adminduk

Tersedia program
pengembangan SDM
berkelanjutan

Pelatihan dan
pengembangan
kompetensi masih
terbatas

Efisien jangka pendek: Target
kinerja tetap tercapai. Risiko:
Stagnasi kompetensi jangka
panjang

Peningkatan intensitas Diklat,
Bimtek, dan workshop
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Kondisi Ideal

Kelebihan & Kekurangan
(Analisis Efisiensi)

Kondisi Saat Ini Tindak Lanjut

Pemanfaatan SDM
optimal dan adaptif
terhadap tuntutan

layanan

SDM dimanfaatkan
sesuai tugas, struktur
organisasi berjalan

Efisien operasional: Output
pelayanan tetap baik
meskipun keterbatasan SDM
dan anggaran. Gap: Tekanan
kerja tinggi

dan penataan beban kerja

b. Efisiensi Sumber Daya Keuangan

Sumber dana yang mencukupi dapat mempengaruhi kinerja untuk mencapai
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
Panjang. Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki
anggaran belanja sebesar Rp3.222.599.142 dengan realisasi Rp2.900.388.706
atau 90%.

Analisis Efisiensi Sumber Daya Keuangan

Kondisi Ideal

Kelebihan &
Kekurangan (Analisis
Efisiensi)

Kondisi Saat Ini Tindak Lanjut

Ketersediaan
sumber dana

pelaksanaan
kegiatan

Penguatan manajemen kinerja

yang cukup untuk

Sumber dana yang
tersedia masih belum
mencukupi kebutuhan

Kekurangan sumber
dana mempengaruhi
kinerja pelaksanaan

Membuat perencanaan
anggaran tambahan untuk
mencapai target kebutuhan

pelaksanaan kegiatan | kegiatan pelaksanaan kegiatan

c. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung kelancaran operasional kegiatan, ketersediaan
sarana dan prasarana kerja yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam
peningkatan Kkinerja perangkat daerah. Secara umum, kondisi sarana dan
prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah cukup
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, masih terdapat
beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait peremajaan
sarana mobiler serta keterbatasan dukungan anggaran yang berdampak pada
optimalisasi pemeliharaan dan peningkatan fasilitas kerja. Oleh karena itu,
diperlukan langkah tindak lanjut yang tepat guna menjaga keberlanjutan dan

efektivitas operasional kegiatan.

Analisis Efisiensi Sarana dan Prasarana

Kondisi Ideal

Kelebihan &
Kekurangan
(Analisis Efisiensi)

Kondisi Saat Ini Tindak Lanjut

untuk
mendukung

Tercukupinya sarana
prasarana kerja

operasional kegiatan

Kekurangan sumber
dana mempengaruhi
kinerja pelaksanaan
kegiatan

Mengalokasikan
dana pemeliharaan
untuk perbaikan
sarana dan
prasarana kerja
yang sudah usang.

Sarana dan prasarana

yang mendukung

operasional kegiatan di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sudah memadai nhamun untuk
sarana mobiler perlu diremajakan
sesuai dengan kebutuhan
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3.1.2. Capaian Kinerja Setelah Perubahan (Renstra 2025-2029)

Perubahan Renstra yang semula Renstra 2024 — 2026 menjadi Renstra 2025 -
2029 maka sasaran strategis, indikator kinerja dan target juga mengalami perubahan. Hal
ini telah dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Secara
keseluruhan melaksanakan 3 Sasaran dengan 5 program, dengan 12 kegiatan dan 21
sub kegiatan. Adapun capaian dari Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Capaian Tahun 2025
No Indikator Kinerja — -
Tahun 2024 Target Realisasi % Capaian
1 | Indeks Kepuasan 98,81 98,82 97,77 98,94%

Masyarakat terhadap
Layanan Administrasi

Kependudukan

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan

Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan
Masyarakat
Capaian Tahun 2025
No Indikator Kinerja — -
Tahun 2024 Target Realisasi % Capaian
1 | Persentase 100 100 100% 100
Pemanfaatan dan
Ketersediaan Data
Kependudukan yang
Akurat dan Informatif
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
Capaian Tahun 2025
No Indikator Kinerja — -
Tahun 2024 Target Realisasi % Capaian
1 | Nilai AKIP Dinas 70,70 72,28 71,40 98,78

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil
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Pada Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, terdapat
indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi
Kependudukan. Pada tahun 2024, capaian indeks kepuasan masyarakat tercatat sebesar
98,81. Untuk tahun 2025, ditetapkan target sebesar 98,82. Realisasi yang berhasil
dicapai pada tahun 2025 adalah 97,77, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target
mencapai 98,94%. Meskipun realisasi tahun 2025 sedikit lebih rendah dibandingkan
capaian tahun 2024, namun secara keseluruhan kinerja masih tergolong sangat baik,
karena hampir seluruh target yang ditetapkan dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa
kualitas layanan administrasi kependudukan di Kota Padang Panjang tetap terjaga pada
tingkat yang tinggi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai target
yang telah ditetapkan secara penuh.

Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan
Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat menunjukkan capaian kinerja
yang sangat baik dengan realisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan data kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah berjalan secara optimal
dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan. Hal tersebut tercermin dari
terselenggaranya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan baik
sehingga mampu mendukung proses pelayanan administrasi kependudukan secara lebih
cepat, akurat, dan terintegrasi. Sistem ini menjadi instrumen penting dalam pengelolaan
data kependudukan yang mutakhir serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan
kepada masyarakat. Selain itu, dalam hal pemanfaatan data kependudukan, seluruh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang telah menjalin
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
pemanfaatan data kependudukan. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mendukung
penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan perangkat daerah melalui pemanfaatan
data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan
adanya pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh perangkat daerah, diharapkan
data kependudukan dapat digunakan secara lebih optimal sebagai dasar dalam
perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan
dan pemanfaatan data kependudukan di Kota Padang Panjang telah berjalan secara
efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan
yang berbasis data.

Pada Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah ,
terdapat indikator kinerja Nilai AKIP menjadi salah satu sasaran strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan juga dengan Perjanjian Kinerja

Tahun 2025. Meskipun tahun 2024 belum dituangkan dalam Perjanjian Kinerja namun
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tetap menjadi target kinerja karena setiap tahun Inspektorat melakukan penilaian untuk

mengukur kuantitatif dan kulitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan

program dan kegiatan atau aktifitas dalam mencapai tujuan dan sasaran setiap perangkat

daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Hasil evaluasi tahun 2024 Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh Nilai AKIP 70,70 atau predikat BB.

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja Inspektorat memberikan

beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Seluruh rekomendasi tersebut telah ditindak

lanjuti namun hasilnya belum cukup memadai. Target nilai AKIP untuk tahun 2025
ditetapkan 72,78 berdasarkan RPIJMD Tahun 2025-2029 dan capaian realisasi tahun
2024. Hasil evaluasi AKIP tahun 2025 ini adalah 71,40 dengan prediket "Sangat Baik”.

Rincian penilaian tersebut adalah:

No. Komponen yang Dinilai Bobot Nilai
1 Perencanaan Kinerja 30 23,70
2 Pengukuran Kinerja 30 17,70
3. Pelaporan Kinerja 15 12,75
4 Evaluasi Internal 25 17,25
Nilai Hasil Evaluasi 100 71,40
Tingkat Akuntabilitas Kinerja Sangat Baik
3.2 REALISASI ANGGARAN
Realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun
2025 adalah Rp2.900.388.706 (90,00%) dari target anggaran Rp3.222.599.142
dengan rincian sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:
Tabel 3.4
Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
(Kondisi TMT 31 Desember 2025)
Anggaran Anagaran Realisasi
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sesuai PK Ses%%i DPA Anggaran
Perubahan Sesuai LRA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

1. | PEMERINTAHAN DAERAH 2.820.682.482 | 2.820.682.482 | 2.557.007.284
KABUPATEN/KOTA
a) Kegiatan Administrasi Keuangan
" | Perangkat Daerah 2.290.358.353 | 2.290.358.353 | 2.206.675.405
- | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.290.358.353 | 2.290.358.353 | 2.206.675.155
b). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat

Daerah

112.395.705

112.395.705

78.076.752
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Anggaran

Realisasi

No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sesuai PK Anggaran Anggaran
Perubahan SSETLR Sesuai LRA
Penyediaan Komponen Instalasi
) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.114.200 2.114.200 1.634.000
- | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.991.305 |  15.991.305 |  12.310.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
) Penggandaan 4.167.700 4.167.700 3.378.100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
" | Konsultasi SKPD 90.122.500 90.122.500 60.754.152
c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
" | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.564.900 5.564.900 3.607.500
- | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.564.900 5.564.900 3.607.500
d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
" | Urusan Pemerintahan Daerah 223.521.524 | 223.521.524 | 152.451.677
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
" | Air dan Listrik 41.461.524 41.461.524 25.222.587
- | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 45 50 000 | 182.060.000 | 127.229.090
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
e). | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 188.842.000 188.842.000 116.196.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
) Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan 146.540.000 146.540.000 78.498.800
- | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.360.000 9.360.000 5 000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
" | dan Bangunan lainnya 32.942.000 32.942.000 32.697.400
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 195.078.840 195.078.840 182.790.502
a) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran
" | Penduduk 15.773.720 15.773.720 13.064.600
Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan
" | Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 761.720 761.720 705.500
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran
" | Penduduk 15.012.000 15.012.000 12.359.100
b) Kegiatan Penataan Pendaftaran
" | Penduduk 147.754.920 147.754.920 140.899.302
Penyusunan Tata Cara Perencanaan,
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
- | Pengendalian dan Pelaporan
Penyelengggaraan Adminduk Terkait
Pendaftaran Penduduk 5.564.900 5.564.900 3.607.500
Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain
Blangko KTP-EIl, Formulir dan Buku Terkait
" | Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan
Kebutuhan 142.190.020 142.190.020 137.291.802
0) Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran
" | Penduduk 31.550.200 31.550.200 28.826.600
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Anggaran Anaagaran Realisasi
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sesuai PK 99¢e Anggaran
Sesuai DPA .
Perubahan Sesuai LRA
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 31.550.200 31.550.200 28.826.600
3. | PROGRAM PENCATATAN SIPIL 98.276.970 98.276.970 79.554.154
a). | Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil 98.276.970 98.276.970 79 554.154
) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan
Sipil 98.276.970 98.276.970 79.554.154
4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
" | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 98.579.850 98.579.850 73.371.766
a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan
" | Informasi Administrasi Kependudukan 98.579.850 98.579.850 73.371.766
i Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi
i Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan 9.336.000 9.336.000 3.536.000
i Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada
Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 68.526.850 68.526.850 61,135.666
5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL
" | KEPENDUDUKAN 9.981.000 9.981.000 7.665.000
a) Kegiatan Penyusunan Profil
" | Kependudukan 9.981.000 9.981.000 7.665.000
_ | Penyediaan Data Kependudukan
Kabupaten/Kota 9.981.000 9.981.000 7.665.000

TOTAL

3.222.599.142

3.222.599.142

2.900.388.706
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BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk
menilai tingkat konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program
dan kegiatan, serta capaian kinerja yang dihasilkan.

Secara umum, selama Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang telah mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan
baik. Hal ini tercermin dari capaian sasaran strategis utama, yaitu meningkatnya
pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien, dengan capaian Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,95 persen atau berada pada kategori sangat
tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan administrasi
kependudukan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025
bedasarkan Renstra Tahun 2024-2026 telah dianalisis sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu :
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Efektif dan Efisien dan 1
(satu) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur yaitu : Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dengan target Tahun 2025
sebesar 98,81 dan realisasi sebesar 97,77 dengan persentase capaian 98,95%. Faktor
penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah pada target Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) tahun 2025 pada Renstra 2024-2026 adalah 94. Dalam perjanjian
kinerja ditetapkan 98,81 karena realisasi tahun 2024 adalah 98,81. Logikanya karena
capaian tahun sebelumnya (2024) tidaklah mungkin target 94 tersebut dijadikan target
tahun berikutnya (2025) karena lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025
bedasarkan Renstra Tahun 2025-2029 telah dianalisis sebanyak 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan, dengam

persentase capaian sebesar 98,94%. Meskipun realisasi tahun 2025 sedikit lebih

rendah, namun secara keseluruhan kinerja masih tergolong sangat baik, karena
berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, capaian tersebut

(98,95%) termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Faktor pendukung keberhasilan
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pencapaian indikator kinerja ini antara lain a). pelaksanaan pelayanan jemput bola
dan pelayanan langsung ke sekolah-sekolah, b). peningkatan kompetensi petugas
pelayanan (front office), c). serta dukungan sarana prasarana, anggaran, dan
jaringan komunikasi data. D). Selain itu, pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan
kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan administrasi kependudukan serta
pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan turut berkontribusi dalam
meningkatkan kinerja pelayanan.

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi
Pemerintahan dan Masyarakat dengan indikator sasaran Persentase
Pemanfaatan dan Ketersediaan Data Kependudukan yang Akurat dan Informatif
dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian kinerja Program Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan yang mencapai 100% didukung oleh
beberapa faktor, antara lain a). optimalnya pemanfaatan sistem informasi
administrasi kependudukan yang terintegrasi, b). tersedianya data kependudukan
yang akurat dan mutakhir, c). serta meningkatnya kebutuhan dan pemanfaatan
data oleh perangkat daerah dan instansi terkait. d). Selain itu, dukungan sarana
prasarana teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dalam
pengelolaan data, serta koordinasi yang baik antarinstansi turut berperan dalam
memastikan seluruh informasi kependudukan dapat dimanfaatkan secara
maksimal sesuai target yang ditetapkan.

3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai AKIP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan persentase capaian 98,78%.
Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah dalam rangka
lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja Inspektorat memberikan
beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Seluruh rekomendasi tersebut telah

ditindak lanjuti namun hasilnya belum cukup memadai.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara
umum telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa unsur penghambat
yang mempengaruhi optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Kendala tersebut antara
lain:

1. Kompetensi petugas yang masih perlu ditingkatkan khususnya dalam aspek
pelayanan dan pemanfaatan teknologi.

2. Belum optimalnya digitalisasi layanan untuk meningkatkan efisiensi serta
mengurangi proses manual.

3. Peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) yang belum menyeluruh.
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4.2 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala tersebut, berbagai langkah perbaikan telah dan terus
dilakukan, seperti:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana
Menyesuaikan jumlah dan kapasitas SDM serta meningkatkan kualitas sarana
dan prasarana, khususnya infrastruktur teknologi informasi, guna mendukung
pelayanan yang lebih cepat dan optimal.

2. Optimalisasi Digitalisasi dan Kualitas Pelayanan
Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, menyempurnakan SOP
secara berkala, serta meningkatkan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat
agar pelayanan lebih efisien, mudah diakses, dan dipahami.

3. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja
Memperkuat koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan pemanfaatan data
kependudukan, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi secara

konsisten untuk meningkatkan kualitas kinerja dan nilai AKIP.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah. Diharapkan laporan ini dapat menjadi
bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi

kependudukan kepada masyarakat di masa mendatang.

Padang Panjang 23 Februari 2026

Pembina Utama™Muda, NIP. 19740918 199311 1 001
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

JL. Sutan Syahrir No. 189. ®(0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id-Website :
dukcapil.padangpanjang.go.id




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanijang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : RUDY SUARMAN, AP
Jabatan . KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA
Jabatan . PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

DINAS KEPENDUDUKAN

SONNY BUDAYA PUTRA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

<\ SONNY BUDAYA PUTRA

SO

KOTA PADANG PANJANG
—_—
n No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I
(1) (2 3 )
1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang  |Indeks Kepuasan Masyarakat 98,81
Efektif dan Efesien Terhadap Layanan Administrasi
Kependudukan
-
r No Program Anggaran (Rp) Keterangan I
1 |Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 3137 818511 fi
2 Pendaftaran Penduduk 458.864.100
3 Pencatatan Sipil 139.668.050
4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 179.752.500 |
5 |Pengeloiaan Profil Kependudukan 24.967.000 I
| —_—
PJ. WALIKOTA PANJANG




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama - TAUFIK, SH, M.Si
Jabatan . SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUARMAN, AP

Jabatan . KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG
KOTA PADANG PANJANG
- A2
Y 4

4

DY SUARMAN, AP AUFIK, SH, M.Si
. 19740918 199311 1 001 NIE/19670909 199703 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PADANG PANJANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) 3) (4)
1 [Meningkatnya Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang  |Persentase Pemenuhan Urusan 100%
Dipenuhi Penunjang yang Dipenuhi
1) Meningkatnya Persentase Layanan Keuangan Perangkat  |Persentase Layanan Keuangan 100%
Daerah Perangkat Daerah
2)  Meningkatnya Persentase Pemenuhan Administrasi Persentase Pemenuhan 100%
Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
3)  Meningkatnya Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi |Persentase Pemenuhan Layanan 100%
Perkantoran Administrasi Perkantoran
4)  Meningkatnya Persentase Pemenuhan Sarana dan Persentase Pemenuhan Sarana 100%
Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur
5)  Meningkatnya Persentase Capaian Jasa Penunjang Persentase Capaian Jasa 100%
Pemerintah Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
6)  Meningkatnya Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang 100%
Milik Daerah Persentase Pemenuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7)  Terwujudnya Penataan Administrasi Keuangan Sesuai Jumiah Laporan 12 laporan
dengan Prosedur Pertanggungjawaban Kinerja
Keuangan
8)  Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja Keuangan Jumiah Laporan 13 laporan
Pertanggungjawaban Kinerja
Keuangan
9)  Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja Perencanaan Jumiah Laporan 12 laporan
Pertanggungjawaban Kinerja
Perencanaan
10) Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Jumiah Dokumen Perencanaan dan| 12 dokumen
Keuangan
11)  Terwujudnya Pengendalian Sasaran Kinerja Keuangan dan |Jumiah Tindak Lanjut Hasil Audit 2 dokumen
Perencanaan
No Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
1 |Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.137.818.511
1)  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.337.287 819
2)  Administrasi Umum Perangkat Daerah 220.099.180
3)  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.109.800
4)  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 236.393.712
5)  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319.928.000

Pihak Kedua,
Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang

NIP. 19740918 199311 1 001

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
Sekretaris

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Padang P,

e

TAUFIK, S.H, M.Si

IP. 19670909 199703 1 003




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama . DELI KRISTIN, A.Md, TE
Jabatan . KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TAUFIK, SH, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PENCATATAN SIPIL

KOTA PADAN ANJANG KOTA PADANG PANJANG
- (ot
TS

TAUFIK, SH, M.Si DELI KRISTIN, A.Md, TE
. 19670909 199703 1 003 NIP. 19810808 200604 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PADANG PANJANG
No. Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kegiatan Target
(1) ) 3) (4)
1 |Meningkatnya Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang 100%
Dipenuhi Dipenuhi
1) Meningkatnya Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah |Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah 100%
(1) Tereafisasinya Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan |Jumiah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan [ 294 Orang/Bulan
ASN ASN
2) Meningkatnya Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Aministrasi 100%
(1) Terwujudnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumiah Paket Komponen Instalasi Listrik 4 Paket
Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
(2) Terwujudnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor yang 4 Paket
(3) Terwujudnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |Jumiah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Paket
yang Disediakan
(4) Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat 24 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3) Meningkatnya Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana 100%
(1) Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumiah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 2 Unit
4) Meningkatnya Persentase Capaian Jasa Penunjang Pemerintah  [Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa 100%
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
(1) Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya  [Jumiah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 48 Laporan
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Disediakan
(2) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  [Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 12 Laporan
Umum Kantor yang Tersedia
5) Meningkatnya Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik |Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang 100%
Daerah Milik Daerah
(1) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 9 Unit
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau  |Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
(2) Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  [Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 17 Unit
Terpelihara
(3) Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan |Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi
No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp)
1 |Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.137.818.511)|
1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.337.287.81Q|
(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.337.287 819
2) Administrasi Umum Perangkat Daerah 220.099.180)|
(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.522.70q|
(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.685.980)
(3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 999550(“
(4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 178.895.000}
3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 24.109.800(
(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.109.800}
4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 236.393.712)
(1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5&333.713]
(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 182.060.000}
5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 319.928.000)

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

243.030.00(“




Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) ﬂ
(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.030.000)
(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49,868.000(
Padang Panjang, 2 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- ot
TAUFIK, SH, M.Si DELI KRISTIN, AMd, TE

NIP. 19670909 199703 1003

NIP. 18810808 200604 2 013



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama . RIMANITA ERIZON, SE, ME
Jabatan . KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . RUDY SUARMAN, AP

Jabatan . KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG KOTA G PANJANG

DY SUARMAN, AP RIMANITA ERIZON, SE, ME
. 19740918 199311 1 001 NIP. 19850314 200501 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 [Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran | Persentase Kepemilikan Dokumen 100%
Kependudukan Pendaftaran Kependudukan
1) Meningkatnya Persentase Penduduk yang Teriayani Persentase Penduduk yang Terlayani 99%
Terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk Terhadap Dokumen Pendaftaran
Penduduk
2) Meningkatnya Persentase Pendaftaran Penduduk yang |Persentase Pendaftaran Penduduk 100%
Terlaksana yang Terlaksana
3) Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk Jumiah Jenis Penyelenggaraan 1 Jenis
Pendaftaran Penduduk
2 |Meningkatnya Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen |Persentase Penduduk yang Memiliki 100%
Pencatatan Sipil Usia 0-18 Tahun Dokumen Pencatatan Sipil Usia 0-18
Tahun
1) |Terlaksananya Pelayanan Terhadap Penyediaan|Jumiah Kepemilikan Akta Kelahiran 2000 Akta
Dokumen Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Usia 0-18 Tahun
No Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan
1 |Pendaftaran Penduduk 458.864.100
1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk 54.744.000
2) Penataan Pendaftaran Penduduk 236.213.100
3) Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 167.907.000
2 |Pencatatan Sipil 139.668.050
1) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 139.668.050

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG KOTA PADANG PANJANG

SUARMAN, AP
. 19740918 199311 1 001

RIMANITA ERIZON, S.E, ME
NIP. 19850314 200501 2 006




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINDO A REZZO, S.Kom, M.Si

Jabatan . KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . RUDY SUARMAN, AP

Jabatan - KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PEMANFAATAN DATA DINAS KEPENDUDUKAN
KOTA PADANG PANJANG DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

_—~

UDY SUARMAN, AP WINDO A REZZO, S.Kom, M.Si
P. 19740918 199311 1 001 NIP.19860526 201001 1 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 |Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Persentase Pengelolaan Informasi 100%
Kependudukan Administrasi Kependudukan
1) Terselenggaranya Pengelolaan InformasifJumiah Laporan Penyelenggaran 12 Laporan
Administrasi Kependudukan Informasi Administrasi
Kependudukan
2) Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan|Jumiah Laporan Hasil Pembinaan 1 Laporan
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |dan Pengawasan Pengelolaan
Informasi AdministrasiL
Kependudukan
2 |Terlaksananya Pengelolaan Profil Kependudukan Jumiah Dokumen Profil dan 3 Dokumen
Agregat Kependudukan
1) Terselenggaranya Penyusunan Profil Kependudukan|Jumiah Dokumen Profil dan 3 Dokumen
Agregat Kependudukan
No Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan
1 |Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 179.752.500
1) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi| 143.005.100
Administrasi Kependudukan
2) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi 36.747.400
Administrasi Kependudukan
2 |Pengelolaan Profil Kependudukan 24.967.000
1)  Penyusunan Profil Kependudukan 24.967.000

Pihak Kedua,
KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

RUDY SUARMAN, AP
NIP. 196740918 199311 1 001

Padang Panjang, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

P

WINDO A REZZO, S.Kom, M.Si
NIP. 19860526 201001 1 005




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

JL. Sutan Syahrir No. 189. ®(0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpaniang.go.id-Website :

dukcapil.padangpanjang.go.id




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
#” Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
S Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id
B e e e e e

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama © RUDY SUARMAN, AP

Jabatan . KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama © HENDRI ARNIS

Jabatan . WALI KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.
Padang Panjang, 2025
PIHAK KEDUA _ PIHAK PERTAMA
WALI KOTA PADANG PANJANG " KEPALA DINAS
KEPE&DUDUKAN 'DAN PENCATATAN SIPIL

“LJ
Wit er

<
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N

KOTA PADANG PANJANG

4377
SUARMAN, AP
. 19740918 199311 1 001




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

SEBELUM SESUDAH
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1 2 (©) 4 () (6) ) )
1 |Meningkatnya Pelayanan|indeks Kepuasan 98,81 1 |Meningkatnya Kualitas  |Indeks Kepuasan 98,82
Administrasi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Masyarakat Terhadap
Kependudukan yang Layanan Administrasi Layanan Administrasi
Efektif dan Efesien Kependudukan Kependudukan
2 |Meningkatnya Kualitas  |Persentase 100%
Pengelolaan dan Pemanfaatan dan

Pemanfaatan Data Ketersediaan Data
Kependudukan bagi Kependudukan yang
Pemerintahan dan Akurat dan Informatif

Masyarakat
3 |Meningkainya Kinerja | Nilai AKIP Dinas 72,28
Perangkat Daerah Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Anggaran
No
Program Keterangan
1 |Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.137.818.511,00 2.820.682.482,00
2 |Pendaftaran Penduduk 458 864.100,00 185.078.840,00
3 |Pencatatan Sipil 139.668.050,00 98.276.970,00
4 |Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 179.752.500,00 98.579.850,00
5 |Pengelotaan Profil Kependudukan 24,967.000,00 9.981.000,00
[ Jumish 3.941.070.161,00 3.222.“9.142.”[
ZoANTA L

NANDEMAATATIN &
UAN FENCATATAN SIPIL




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang. go id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama . TAUFIK, SH, M.Si
Jabatan . SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUARMAN, AP
Jabatan . KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 September 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALADINAS KEPENDUDUKAN DAN SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
< PENCATATAN SIPIL PENCATATAN SIPIL

“/KOTA PADANG PANJANG KOTA PADANG PANJANG

Y 'SUARMAN, AP

' TAUFIK, SH, M.Si
. 19740918 199311 1 001 NWP. 19670909 199703 1 003




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PADANG PANJANG
Sasaran Indikator Tugst
No Program/ Kegiatan Kinerja e
(1) ) (3) (4) (5)
1 |Meningkatnya Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang pada Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang 100% 100%
Perangkat Daerah |pada Perangkat Daerah
1)  Meningkatnya Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan Persentase Pemenuhan Layanan 100% 100%
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah
2)  Meningkatnya Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan 100% 100%
3)  Meningkatnya Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai|Persentase Pemenuhan Barang Milik 100% 100%
dengan Perencanaan Daerah sesuai dengan Perencanaan
4)  Meningkatnya Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah  |Persentase Jasa Penunjang Urusan 100% 100%
5)  Meningkatnya Persentase Ketersedian Barang Milik Daerah yang |Persentase Ketersedian Barang Milik 100% 100%
Berkondisi Baik Daerah yang Berkondisi Baik
6) Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja  |Persentase Terselenggaranya 100% 100%
Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran (Rp)
No Program/Kegiatan o e
1 |Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupater/Kota 3137818511 | 2820682482
1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2337,287,819 | 2,290,358,353
2)  Administrasi Umum Perangkat Daerah 220,099,180 112,395,705
3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24,109,800 5,564,900
4)  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 236393712 | 223521524
5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319,928,000 188,842,000

Pihak Kedua,

Kota Padang Panjang

DY SUARMAN, AP
IP. 18740918 199311 1001

Padang Panjang, 1 September 2025
Pihak Pertama,
Sekretaris
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang

TAUFIK, SH. MSi
IP. 19670909 199703 1 003




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.qo.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . DELI KRISTIN, AMd,TE

Jabatan . KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TAUFIK, SH, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 September 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG KOTA PADANG PANJANG
TAUFIK, SH, M.Si DELI KRISTIN, A.Md, TE

IP. 19670909 199703 1 003 NIP. 19810808 200604 2 013




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PADANG PANJANG
No Sasaran b Kegiatan Indikator Kegiatan L. ..
X Program/Kegiatan/Sul
- - Sebelum Sesudah
1) (2 @) ) (5)
1 |Meningkatnya Persentase Pemenuhan Urusan Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang 100% 100%
Penunjang pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah
1) [Meningkatnya Persentase Pemenuhan Layanan  [Persentase Pemenuhan Layanan 100% 100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
(1) | Terealisasinya Pembayaran Gaji dan Tambahan |Jumiah Orang yang Menerima Gaji dan 294 Orang/Bulan | 294 Orang/Bulan
Penghasilan ASN Tunjangan ASN
2) |Meningkatnya Persentase Pemenuhan Layanan Persentase Pemenuhan Layanan Aministrasi 100% 100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah
(1) | Terwujudnya Penyediaan Komponen Instalasi  |Jumiah Paket Komponen Instalasi Listrik 4 Paket 1 Paket
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor yang
Disedkakan
(2) | Terwujudnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor |Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor yang 4 Paket 9 Paket
Disediakan
(3) | Terwujudnya Penyediaan Barang Cetakan dan  |Jumiah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket 1 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
(4) | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi [Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat 24 Laporan 24 Laporan
SKPD LKoadrmideaWSKPD
3) |Meningkatnya Persentase Ketersedian Barang Milik | Persentase Ketersedian Barang Milik Daersh 100% 100%
(1) | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin |Jumiah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Unit 1 Unit
Lainnya yang Disediakan
4) [Meningkatnya Persentase Penyedia Jasa Penunjang |Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan 100% 100%
Urusan Pemerintah Daerah yang terpenubi Pemerintah Daerah yang terpenuhi
(1) |Teraksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,  |Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 43 Laporan 36 Laporan
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
(2) | Terdaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 12 Laporan 5 Laporan
Umum Kantor Umum Kantor yang Tersedia
5) [Meningkatnya Persentase Ketersedian Barang Milik |Persentase Ketersedian Barang Milik Daerah 100% 100%
(1) | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, |Jumiah Kendaraan Perorangan Dinas atau 9 Unit 9 Unit
Jabatan
(2) | Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan  |Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 17 Unit 17 Unit
quLa'mya Terpelihara
(3) | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumiah Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit 1 Unit
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/direhabrlitasi
Anggaran (Rp)
N Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
9 Sebelum Sesudah
1 |Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3,137,818,511 2,820,662,482)
1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,337,287819]  2,200,358,353)
(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,337,287,819] 2,290,358 353
2) Administrasi Umum Perangkat Daerah 220099180 112,395,708
(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,522,700] 2,114,200




Anggaran (Rp)
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan T
(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27,685,980| 15,991,309
(3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,995,500 4,167,700}
(4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 178,895,000 90,122,500}
3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 24,109,800 5,564,900(
(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24,109,800 5,564,900(
4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 236,393,712 223,521,524
(1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54,333,712 41461524
(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 182,060,000 182,060,000
5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 319,928,000 188,842,000|
(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 243,030,000 146,540,000
atau Kendaraan Dinas Jabatan
(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27,030,000| 9,350,000
(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49,868,000 32,942,
Padang Panjang, 1 September 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretans Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Padang Pany Kota Padang Panjang
TAUFIK, SH, M.Si DELI KRISTIN, AMd, TE
NIP. 19670909 199703 1 003 NIP. 19810808 200604 2 013




| PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang go id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . RIMANITA ERIZON, SE, ME

Jabatan . KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUARMAN, AP
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 September 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI
PENCATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN
‘KOTA PADANG PANJANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
B KOTA PADANG PANJANG

“RODY SUARMAN, AP RIMANITA ERIZON, SE, ME
19740918 199311 1 001 NIP. 19850314 200501 2 006




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

Target
No Sasaran ram/ Kegiatan Indikator Ki
o ~ i Sebelum Sesudah
(1) ) (3) (4) (5)
1 |Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Persentase Kepemilikan Dokumen 100% 100%
Pendaftaran Kependudukan Pendaftaran Kependudukan
1) Meningkatnya Persentase Penduduk yang Terlayani |Persentase Penduduk yang Terlayani 99% 99%
terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk terhadap Dokumen Pendaftaran
Penduduk
2) Meningkatnya Persentase Pendaftaran Penduduk  [Persentase Pendaftaran Penduduk yang 100% 100%
yang Terlaksana Terlaksana
3) Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk Jumiah Jenis Penyelenggaraan 1 Jenis 1 Jenis
Pendaftaran Penduduk
2 |Meningkatnya Persentase Penduduk yang Memiliki Persentase Penduduk yang Memiliki 100% 100%
Dokumen Pencatatan Sipil Usia 0-18 Tahun Dokumen Pencatatan Sipil Usia 0-18
Tahun
1) Terlaksananya Pelayanan Terhadap Penyediaan  |Jumiah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia| 2000 Akta 1300 Akta
Dokumen Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun 0-18 Tahun
Anggaran
No Program/Kegiatan (Re) Keterangan
Sebelum Sesudah
1 |Pendaftaran Penduduk 458,864,100 195,078,840
1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk 54,744,000 15,773,720
2) Penataan Pendaftaran Penduduk 236,213,100 147,754,920
3) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 167,907,000 31,550,200
2 |Pelayanan Pencatatan Sipil 139,668,050 98,276,970

1) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

139,668,050 98,276,970

Pihak Kedua,
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
; “ KOTA PADANG PANJANG

', /RUDY SUARMAN, AP
ANIP; 19740918'199311 1 001

Padang Panjang, 1 September 2025
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTAP, JANG

RIMANITA ERIZON, S.E, ME
NIP. 19850314 200501 2 006




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
” Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpaniang go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . WINDO A REZZO, S.Kom, M.Si

Jabatan . KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUARMAN, AP
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 September 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
KOTA PADANG PANJANG PEMANFAATAN DATA
: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

1 A

DY SUARMAN, AP WINDO A REZZO, S.Kom, M.Si

P. 19740918 199311 1 001 NIP.19860526 201001 1 005




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

Target
No Sasaran i Indikator Ki
s nerja Sebelum Sesudah
(1 2 (3) 4) (5)
1 [Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Persentase Pengelolaan 100% 100%
Kependudukan Informasi Administrasi
|Kependm
1) Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi)Jumiah Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Kependudukan Penyelenggaran Informasi
Administrasi Kependudukan
2) Terselenggaranya Pembinaan dan  Pengawasan|Jumiah Laporan Hasil 1 Laporan 0 Laporan
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
2 |Terlaksananya Pengelolaan Profil Kependudukan Jumiah Dokumen Profil dan 3 Dokumen 3 Dokumen
Agregat Kependudukan
1) Terselenggaranya Penyusunan Profil Kependudukan  |Jumlah Dokumen Profil dan 3 Dokumen 3 Dokumen
Agregat Kependudukan
Anggaran (Rp)
No P iatan Keteran:
rogram/Keg v gan
1 |Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 179,752,500 98,579,850
1) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi 143,005,100 98,579,850
Kependudukan
2) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi 36,747,400 -
2 |Pengeloiaan Profil Kependudukan 24,967,000 9,981,000
1) Penyusunan Profil Kependudukan 24,967,000 9,981,000

Pihak Kedua,
KEPALA

DINAS KEPENDUDUKAN OAN PENCATATAN SIPIL
"t/ KOTA PADANG PANJANG

&
1N ey

YIN AN |

KUDY SUARMAN, AP
NP (106740918 198311 1 001

Padang Panjang, 1 September 2025
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

e—

—

WINDO A REZZO, S.Kom, M.Si
NIP. 19860526 201001 1 005




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189,Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
e-mail: disdukcapil@padangpanjang.go.id-Website:dukcapil.padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam
Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan
Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Padang Panjang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-
2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner



4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888),
scbagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

10. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG TAHUN
2024-2026

KESATU Menetapkan  Indikator Kinerja Utama  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU adalah acuan ukuran kinerja yang
berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu
2024-2026 yang merupakan penjabaran dari target

kinerja...

Dipindai dengan CamScanner



kinerja Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024-
2026.

KETIGA Indikator Kinerja Utama digunakan dalam penyusunan
Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Padang Panjang pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : L Januari 2024

PALA
DAN PENCATATAN sxpn.//

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;
1. Pj. Walikota Padang Panjang
2. Inspektur Daerah Kota Padang Panjang

Dipindai dengan CamScanner



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 20242026
DINAB KEPENOUDUKAN DAN PENCATATAN BIML.

inembiandingh an
Lehutubannyé

inasyarabal dalam mempsrolel pelayanan darl
nparatul pafyslanggara pelayanan putdik dengan

anlara  harapan  dan

KOTA PADANG PANJANG
’ T el FENJELABAN
NO BABARAN BTRATEGIE INDIKATOR KINERJA SATUAN | ALASAN (PERMAEALANAN . FORMULASIRUMUS KETERANGAN
YANG AKAN DISELESATKAN) DEFENISIOPERASIONAL PERHITUNGAN URUBAN BUMDER DATA
[ () | 14 = Q) I my (%) ; (0) {) U] (9 (9
1 Meninghaliya pelayanan Indeks hepuasan Masyarakal Indeke  [Mengataiul dimens! kepuasan  [Dala dan Informasl lantang lingkat kepuasaand ((Wisght Medlan Total (WIAT) [Administasl Dinas Kepenjuduban
;blmwwnl bepanduduben yang  |teriadap layanan administrasl pelayanan yang harus dipartialbl [inasyarakal yang dipstoleh dar hasil perquikuran|  /fikala Makslnum) x 100%,  [Kapendujuban dan  [dan Pencatatan Gipt
eledtit dan eteslon hapehdiduban alau ditirghatkan necara huantitalll dan kualitatil atas pendapal Pancatatan Glp




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189,Telp/Fax. (0752) 83143

Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
e-mail: disdukcapil@padangpanjang.qgo.id-Website:dukcapil.padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PADANG PANJANG

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja
Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-
2029;

.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan ...




Menetapkan

KESATU

KEDUA

10

Ll

12,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045;

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2025 - 2029;

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG
PANJANG TAHUN 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
untuk menetapkan rencana Kkinerja tahunan, menyampaikan
rencana Kkinerja tahunan dan rencana kinerja anggaran,
penyusunan dokumen penetapan Kkinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.




KETIGA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2025

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : September 2025

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (
KOTA PADANG PANJANG

Y SUARMAN, AP
Muda, NIP. 19740918 199311 1 001




IKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN DEFENIS| OPERASIONAL FORMULA Ecc"‘m‘i REKOMENDAS!
1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan | 1 Indeks Pelayanan Publik Angka Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja |Penentuan nilal indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap
Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di indikator, menentukan nilal setiap aspek, menentukan nilal indeks
yang Inovatif Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionafisme SDM, formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.
Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi |1. Menentukan nilal untuk setiap indikator
dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya
pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna
memperoleh nilai indeks
LT AL l"-’ il /"‘Ivl
2. Menentukan nilai setiap aspek
Nilai per aspek
= Z Nilat per imdikator
3. Menentukan indeks
Nilad toded
= .\.p..;.., axpek = bobat avpek)
1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Angka Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat
Publik Layanan Administrasi Kependudukan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi penyelenggara administrasi S ot e Drniicion BEbL)
kependudukan, seperti pelayanan KTP, KK, akta kelahiran, dan lainnya. TRM — ( s “‘ﬁ -5
1.2 Meningkatnya Kualitas Pengeloiaan 1 Persentase Pemanfaatan dan Persen Ilnditamr yang mengukur sejauh mana informasi yang dimiliki oleh instansi Penentuan nilai Rata-fata
dan Pemanfaatan Data Ketersediaan Data Kependudukan yang kependudukan, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Oukcapil),
Kependudukan bagi Pemerintahan Akurat dan Informatif digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan untuk berbagai kepentingan,
dan Masyarakat seperti perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, pelayanan publik, dan
kebutuhan administrasi lainnya o
1. Persentase Pemanfaatan Data :
= Jumiah PKS Pemanfaatan Data x 100%
Jumiah OPD
2. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan :
Jumiah Dokumen Profil dan Agreat Kependudukan
1.3 Meningkatnya Kinerja Perangkat 1 Nilal AKIP Dinas Kependudukan dan Angka
Daerah Pencatatan Sipil
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM VERIFIKATOR OPD
NO! UNIT NAMA PARAF
1 |Pit. SEKRETARIS WINDO A REZZO, S.Kom M.Si
DINAS KEPENDUDUKAN
2 |KEPALA BIDANG RIMANITA ERIZON, SE ME
1
3 |KEPALA BIDANG WINDO A REZZO, S.Kom M.Si f




REALISASI RENAKSI TRIWULAN | TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

KINERJA TRIWULAN | PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIWULAN | CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN | ANGGARAN TRIWULAN |
BIDANG PENANGGUNG | CATATAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA | SATUAN FAKTOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR QUTCOME/ QUTPUT SATUAN REKOMENDA
-langkah! aktivitas ALUASI
TARGET| REALigAs!| CAPAIAN | - Langkeh Satuan | TARGET | REAUISASI| SAPAAN | pennunGy TARGET | Reaussasi| CAPAIAN | pagyy | ReaLisas) | CAPAIAN wn B
(%) pencapalan target IKU (%) (%) (%)
PENGHAMBAT
1.1 Meningkatkan Kualitas 1 Indeks Kepuasan Angka 98.81 0 0 0 Meningkatkan kepemiilkan Dokumen | 2000 254 117.70
Pelayanan Publik Masyarakat terhadap Kartu Tande Penduduk (KTP)
Layanan Administrasi Elektronik
Kependudukan
1.2 Meningkatnya Kualitas 1 Persentase Pemanfaalan |  Angka 100 25 % Meningkatkan kepemilikan Dokumen | 250 27 13080 |Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
Pangelolaan dan dan Ketersediaan Data Kartu |dentitas Anak (KIA)
Pemanfaatan Data Kependudukan yang
Kependudukan bagi Akurat dan Informatif
Pemerintahan dan
Masyarakat
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persen o7 96.22 99.20
1.3 Meningkatkan Kinerja 1 Nilai Sakip Indeks 65.88 0 Meningkatkan kepemilkan Akta| Dokumen | 300 309 103.00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Penduduk yang Terlayani Terhadap Dokumen Persen 100 25 2500 54,744,000 o[ 000 |Bidang Pelayanan Adminstrasi
Perangkat Daerah Kelahiran Pendaftaran Penduduk Kependudukan Kependudukan
Perekaman KTP Elektronik Persen 9.2 97.78 98.57
2 Nilei AKIP OPD Persen 7070 0 Meningkatkan kepemilkan Aktaf Dokumen | 100 120 12000 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Jumiah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen 4,500 1383 3073 10,352,000 0f 000 |Bidang Pelayanan Administrasi
Kematian Atas Pendaftaran Penduduk Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Kependudukan
Menerbitkan data Dokumen 0 0 0.00 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumiah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Laporan 13 3 2308 0 0f 000 |Bidang Pelayanan Administrasi
kependudukan skzla kota Penduduk Kepandudukan
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Jumiah Dokumen Pencatatan, Panatausahaan dan Penerbitan Dokumen 0 0 0.00 0] 0f 000 |Bidang Pelayanan Administrasi
Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Kependudukan
Penataan Pendaftaran Penduduk P nduduk yang T Persen 100 0 0.00 236,213,100 0| 000 |Bidang Pelayanan Admiristrasi
Kependudukan
Tata cara Jumizh Dokumen Tata Cara Perancanaan, Pelaksanaan, Dokumen 1 0 000 42,166,700 0f 000 |Bidang Petayanan Administrasi
Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Kependudukan
Penyslenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang
Penduduk Terlaksana
Pengadaan Dokumen Kepandudukan Selain blangko KTP- Jumiah Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-E, Formullr [ Dokumen 8,000 0 000 194,046 400| 0f 000 |Bidang Pelayanan Administrasi
EL, Fermulir dan Buku Terkait Pendaftaren Penduduk dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Kependudukan
Sesual dengan Kebutuhan yang Tersedia
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumiah jenis Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jenis 1 1 100.00 167,907,000( 21,001600( 1251 |Bidang Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumiah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Laporan 1 1 100.00 167,907,000( 21,001,600( 1251 |Bidang Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Pancatatan Sipil Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Persen 100 100 100.00 139,668,050| 17,600,000( 1260 |Bidang Pelayanan Administrasi
Melaporkan Kependudukan
Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Persen Likg 91.66 99.96
Melaporkan
Akta yang bagi yang Persen 100 100 100.00
Melaporkan
Persentase Akta Perceralan yang Diterbitkan bagi yang Persen 100 100 100.00
Melaporkan
Pelayanan Pencatatan Sipil Jumilah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Akta 1,300 429 33.00 139,668,050 17,600,000( 1260 |Bidang Pelayanan Administrasi
| Kependudukan
Peningkatan dalam Pslayanan Pencatatan Sipil Jumiah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Layanan 1,300 429 33.00 133,668,050| 17,600,000( 12.60 |Bidang Pelayanan Administrasi
Kependudukan
P Informasi Inf 1 K yang Persen 100 25 25.00 179,752,500| 18,794,100| 10.46 |Bidang Pengelolaan Informasi
Administresi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
Penyelenggaraan Pangelolaan Informas| Jumlah F Informasi Laporan 12 3 25.00 143,005,100 18,794,100| 13.14 |Bidang Pengeiclaan Informasi
Administrasi Kependudukan [ Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
Fasilitasi Terkait informasi Jumiah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi |  Laporan 12 3 25.00 31986,900] 2,334,150| 7.30 |Bidang Pengeiciaan Informasi
Kependudukan Kependudukan Administrasi Kepsndudukan dan
| Pemanfaatan Data
Pany Data F Jumiah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Dokumen 0 0 000 [ 0f 000 [Bidang Pengelolaan Informasi
Kependudukan Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
terkait informasi Jumiah Dokumen Hasil Komunikesi, Informasi dan Edukasi kepada | Laporan ) 0 0.00 20,027,800 0| 000 [Bidang Pengeiclaan Informasi
kependudukan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Dala
Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangky Jurnieh Laporan Hasil Sos:alisai Pengelolaan Informasi Administrasi|  Laporan $ 1 20.00 90,987,600 16,459,950] 18.09 |Bidang Pengeiciaan Informasi
Kepentingan dan Mesyarakat Kependudukan Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Dala




KINERJA TRIWULAN | PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIWULAN | CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN | ANGGARAN TRIWULAN |
BIDANG PENANGGUNG CATATAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA | SATUAN [ FAKTOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN REKOMEN(
JAWAB EVALUASI
TARGET| REALIsas)| CAPAIAN | - Langhahlangkah aktivitas | o | 1ppaer| Reaisasi CAPAIAN | penpukung) TARGET |REALISAsI| CAPAAN | pagy | Reaisas)| CAPAIAN
(%) pencapalan target IKU (%) PENGHAMBAT (%) (%)
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Jumiah Laporan Hasil it dan Laporan 1 0 0.00 36,747,400/ 0] 0.00
Informasi Administrasi Kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Jumish Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengeloiaan Informasi Laporan 1 0 0.00 36,747 400} of 000
i dan Data inistrasi danf Data
Kependudukan Kependudukan
Pengelolaan Profil Kependudukan Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan Persen 100 80 80.00 24,967,000/ 718200f 288
Penyusunan Profil Kependudukan Jumiah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan Dokumen 3 2 66,67 24,967,000 718200, 288
Penyediaan Data Kependudukan Kabupater/Kota Jumizh Data Kependudukan Kabupaten/Kota Dokumen 3 2 66.67 24,967,000} 718,200] 288
Pemanfaatan Data

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM VERIFIKATOR OPD

NO| UNIT NAMA PARAF
..
1 |SEKRETARIS TAUFIK, SH.MSI {
2 [KEPALA BIDANG RIMANITA ERIZON SE ME ?
3 |kepaLA BIDANG WINDO AREZZO,S KomMSi }
|}

Padang Panjang, April 2026
Kepata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang

RUDY SUARMAN, AP

NIP_ 19740918 193311 1 001




REALISASI RENAKSI TRIWULAN Il TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

KINERJA TRIWULAN Ii PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN Il
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN Langkah-langkah/ aktivitas CAPAIAN | FAKTOR PENDUKUNG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT
TARGET | REALISASI ) alen L IKU Satuan | TARGET| REALISAS! ) PENGHAMBAT
1,1 Meningkatnya 1 Indeks Kepuasan Indeks | 881 0,00 0,00 0 Meningkatkan kepemiilkan Kartu | Dokumen | 2000 1733 86,65 |Blanko KTP terbatas
Pelayanan Administrasi Masyarakat terhadap Tanda Penduduk (KTP) sehingga hanya difasilitasl
Ki Layanan Administrasi Elektronik untuk warga Padang
Efektif dan Efesien Kependudukan Panjang
Meningkatkan kepemilikan Kartu | Dokumen | 250 262 104,80 Program Pendaftaran Penduduk F Dokumen F
Identitas Anak (KIA) Kependudukan
Meningkatkan kepemilikan Akta | Dokumen | 300 338 11287 Kegiatan Pelayanan F Penduduk yang Terayani Terhadap | Persentase 100,00) 50,00} 60,00] 6218.840| 4.894.500 75,49) Bidang Pelayanan
Kelahiran Dokumen Administrasi Kependudukan
Pendaftaran Penduduk
Meningkatkan kepemilikan Akta | Dokumen| 100 7 7300 [Pemohon kuang syarat Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumiah Laporan Hasil Peningkatan Laporan 13 6 46,15’ 5430,000|  4.209.000! 77,51 Bidang Pelayanan
Kematian khususnya bagi yang Pelayanan Administrasi Kependudukan
meninggal >25 tahun lalu
Menerbitkan data kependudukan | Dokumen 2 2 100,00 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Jumiah Dokumen Pencatatan, Dokumen 4.500 2.564) 56,98 788.840} 485.500 61,55|Bidang Pelayanan
skala kota Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan
Atas Pendaftaran Penduduk
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Jumiah Dokumen Pencatatan, Dokumen 0 0 0,00] [ 0) 0,00{ Bidang Pelayanan
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan
Kependudukan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Keglatan Penataan Pendaftaran Penduduk Persentase Pendaftaran Penduduk yang Persentase 100,001 20,00} 20,00 161,055.640| 3.607.500] 2,24| Bidang Pelayanan
Terlaksana Administrasi Kependudukan
Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Jumiah Dokumen Kependudukan Selain Dokumen 10.000} 0f 0,00 155.490.740) 0 0,00} Bidang Pelayanan
blangko KTP-EL, Formulir dan Buku Terkait Blangko KTP-EL, Formulir dan Buku Terkait Administrasi Kependudukan
Pendaftaran Penduduk Sesual dengan Pendafataran Penduduk Sesual dengan
Kebutuhan Kebutuhan yang Tersedia
Penyusunan Tala cara Perencanaan, Jumiah Dokumen Tata cara Perencanaan, Dokumen 1 1| 10000| 5564900 3.607.500 64,83 Bidang Pelayanan
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasl, Peiaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Administrasi Kependudukan
dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengendalian dan Pelaporan
Adminduk Terkalt Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Adminduk Terkait
Pendaftaran
Keglatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk |  Jumiah Jenis Penyslenggaraan Pendaftaran Jenis 1 1| 100,00 33.200200| 24.326.600(  73,27|Bidang Pelayanan
Administrasl Kependudukan
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumiah Laporan Hasil Sosialisasi Laporan 1 1| 100,00] 33200200] 24326600  73,27|Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk A Kependudukan
Program Pencatatan Sipil Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen | Persentase 100,00] 50,00} 50,00 101.779.310| 37.227.725 x.S-GIB»dum Pelayanan
Pencatatan ep
Sipil Usia 0-18 Tahun
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Jumiah Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Akta 2.000) BA1, 42,08 101.779.310[ 37.227.725 36,58|Bidang Pelayanan
Tahun A ep
Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Layanan 2.000f 841 42,05 101.779.310| 37.227.725| 36, Pelayanan
Ditingkatkan A ! Keper
Program Pengelolaan Informasi Administrasi F’uumue F Informasi A F 100,00 50,00} 50,00] 123.832.000] 31.621.827] 25,54| Bidang Pengelolaan
Kependudukan Kependudukan
dan
Data
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi |  Jumiah Laporan Penyslenggaraan Informasi Laporan 12 [ 50,00| 123.832.000] 31.621.827| 25, g F
Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan
Kependucdukan dan
lP«v.lluhn Data
Fasilitasi Terkait Pengelolaan informasi Jumiah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan | Laporan 12| [ 5000 25.152000] 2.334.150) 9,28{ Bidang Pengelolaan
administrasi Kependudukan Informas| Administrasi Kependudukan {Informasi Administrasi
| Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Jumiah Dokumen Penyelenggaraan Dokumen 0 0 0,00 0 0 0,00} Bidang Pengelolaan
Pendudukan Pemanfaatan Data Kependudukan
| Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
Sosiallsasi terkalt pangelolaan informasi Jumiah Laporan Hasil Sosialisal Pengelolaan | Laporan 1 0 0,00( 9.336.000) [ 0,00|Bidang Pengelolaan
administrasi kependudukan Informasi Administras! Kependudukan Informasi Administrasi
Kependudukan dan
Pemanfaatan Data




KINERJA TRIWULAN I

PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIWULAN It CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN Il ANGGARAN TRIWULAN |I
BIDANG PENANGGUNG | CATATAN
STRATEGIS INDIKATORKINERJA | SATUAN FAKTOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME! OUTPUT SATUAN REKOMENDAS!
SRS TARGET| REALISAS | CAPAIAN | Langkahlangkah aktivitas pencapalan | o . | rager| Reauisasi| SAPAAN | penoukunai TARGET | Reausasi|CAPAAN|  pagy | Reauisas | CAPAIAN JAWAB EVALUASI
%) target IKU 0% | pENGHAMBAT %) (%)
Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Jumiah Dokumen Dala Kependudukan yang | Laporan 5| 5 100,00| 89.344.000| 29.287 677| 32,78| Bidang Pengelolaan
Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Diolah Dan Disajikan Informasi Administrasi
Kependudukan dan
Pemantaatan Data
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Jumiah laporan hasil pembinaan dan Laporan 1 0 0,00} 0) ) 0,00| Bidang Pengelolaan
F Informasi in informasi Informasi Administrasi
kependudukan Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Jumiah Hasil Bimbingan Teknis Terkait Laporan 1 0 0,00 0) 0 0,00| Bidang Pengelolaan
Informasi dan Pengels nformasi i Administrasi
P Data | Kependudukan dan
| Pemanfaatan Data
Program Pengelolaan Profil Kependudukan Jumiah Dokumen Profil dan Agregat Dokumen 3| 3f 100,00 9.981.000] 6.667.500] 66,80| Bidang Pengelolaan
Kependudukan Informasi Administrasi
Kependudukan dan
Pemantaatan Data
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Jumiah Dokumen Profil dan Agregat Dokumen 3| 3| 100,00f 9.981.000] 6.667.500) 66,80| Bidang Pengelolaan
Kependudukan Informasi Administrasi
Penysdiaan Data Kependudukan Jumiah Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Dokumen 3| 3 100,00 ©.981.000] 6.667.500|
Kabupaten/Kota

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM VERIFIKATOR OPD

NO UNIT NAMA PARAF
1 |SEKRETARIS TAUFIK, S H,M.Si f
2 |KEPALABIDANG  [RIMANITA ERIZON,SE ME @\
3 |KEPALABIDANG  [WINDO AREZZO,S Kom M.Si t
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NIP, 19740918 199311001
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REALISASI RENAKSI TRIWULAN IIl TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

[ KINERJA TRIWULAN 11l PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIWULAN 0l CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN It muurmml_]
CATATAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN FAXTOR
TARGET| REALISAS! CAPAIAN Langhah-langhai/ aktivitas TARGET CAPNIAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN EVALUAS!
™~ pencapalan target IKU vy e (™S ,'am“"“.“
11 Menngrashan Kualitas 1 Indeks Kepuasan Avpa | 51 88 100.00 0 Merungkathan kepemiian Karty | Dokumen | 2000 20 100,05
Pelayanan Pubis Masywakat ity Tanda Penca (KTP)
Layanan Administias Eloktronk
Kopenduduian
Maninghati bpemiitan Katy | Dotmen | 250 £ 20 Pendafiaran PencudA F Identitas ik Parsan
Identitas Anak (KIA) Digtal
[Persertas Kepamiiian fars idntias AN 964 | 9918 | 1005 |
Maningeathan hepemihan Ada | Dokumen | 300 » [F23<) Peiayaran Porcafiaran Perdda Parsentase Parcucia yang Tedayen Temadp | Pasen 190 s 50 195,078, l,m,anr 241 |Bidang Peiayanan
Ceatew Dokumen Perdaftaran WTan feparisan
Kaperdudikan
Parekaman XTP Eishroni o Lt 0112
Menirgkatian hepemilhan Akt | Dckumen | 100 w0 0w Porertiiar Jumiah Doky Dokumen | 4500 3998 L] 81, w55l an Peiayanan
Komatian Dokurmen Atzs Perdisfiaran Pencuds Peratausahaan dan Penetitan Dolumen Aaministras Xependuducan
Atas Pendsftaran Penduduk
Menebitkan dats hepencucdian | Dokumen | 1 [ 10000 TR p— Penduds Jurmiah Laporan Hasi Peningkatan Lagorsn (&) [ 33 15012000 4208000 2804 |Bicang Peayeran
shaa xota Palayanan Pencatiarsn Percuds Admintras Kepondudian
G Pa dan Penartitar Jumiah Dok Dokumen 0 0 000 0 0 000 |[Siing Peieysran
Doiumen Atas Pelsporan Perdstwa Peratausahasn dan Paneditan Dokurmen AdTinsrasi Kependuoas
Kependasm Atz Pelaporan Paistiwa Keperduduban
Penatasn Penciaftaran Perduda Persentane Pendsfiann Percud yang Persen 10 L] 7500 147,754 140,899, 3% [Bidang Palayanan
Torlaksann Adrirntas Keperosias
Paryusunan Tata cars Parencanaan, Jurniah Dokumen Tate Cers Perorcaraas, | Dokurmen 1 1 100.00 5564 3,607 “n mm
Pelatsaraan Pementaus, Evaluayl, Pelsksanioan, Pamantausn, Evaluss! Aginistras Fependuosan
Pengendallan dan Pelaporan Penyslenggacsen Pergendaian dan Pelaporan
A T Pandudk Paryslonggarsan Adminduk Terkalt
Percafiaran Pencuds yarg Tershsans
Pengadasn Dokurnen Kependudukan Selsn Jumish Dokumen Kependudukan Selain Dokumen | 6000 £,000 0 1421500200  137.281) $5 |Sderg Peleyanan
Slangio KTREL, Formulir dan Bukwy Tedat Bangho KTPEI, Formulir dan Buku Terut Admiciatras Kependudkan
Pondafiaran Pendudk Setus dergsn Pendaftaran Pencuds Sesus dwgan
reosre Ketuturan yarg Tersedia
Penysiergparaan Pendafiarmn Perdudk Jamian jenis Penywiengparaan Penasfiacan 1 1 100.00 31,550,200 20,626, 9137 |Bisang Pelayaran
Pendudik | Adrinstas Kependudban
Sosistsan Pencatrmn Perduds Jurmiah Laporan Hasd Sosinlisasl Laporan 1 1 100,00 N 28,508 9137 |Bidang Peleyaran
Pendafiaran Perduds | Administras! Kependuduan
Pencatatan Spi Porsontase Akta Kermation yang Diterbithan Parson 100 100 10000 £l %78 |Sdng Pelsyeran
bag yang Melaporan | Administrasl KependudAan
Persertase Akta Kelatwan yang Dietitkan 100 nn nn
bag yang Melagorkan
Persrtase Axia Pesownan yang Diectsthan 100 100 100 00
bag yang Melsporkan
Fersintase Akta Porcoralan yaing Ditecbitkan 100 100 10000
ag yang Mezponan
Peayaran Percatatan Sol Jurviah Kepemihan Akia Kelshian Usa 0-18 | Ak 1300 1,151 B W60  SaTR6w| 5978 |BdewgPemman
Tatun
F aar P e 1 § 139,668, XY 4206 |Bideng Pelaysran
St Asmiah Layer S yang Lmanan | 130 1,151 85
12 Meninghatnya Kusitas | Parsertase Pomardastan | Persen | 100 W00 10000 °
Pongeiolean dan dan Ketersadaan Dats
Pemartastan Dats Kapeoddan yaog
Kependuuman bagl Akurad dan informati!
Pemerintahen g
Masyarahat
Perguciaan irformas x Persardase Informas Kependdkan erser 100 3 7500 %8578 ), 510t
yang Dimarfisatan
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[ KINERIA TRIWULAN PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIWULAN Ut CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN It ANGGARAN TRIWULAN 1l J
SASARAN STRATEGIS INDIXATOR KINERJA SATUAN FAKTOR BIDANG PENANGGUNG | CATATAN
TARGET| REAUSAS! CAPAIAN W“NA'- TARET| REAUSAS! CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIXATOR OUTCOMES OUTPUT SATUAN 1 CAPAIAN oAy | CAPAIAN JAWAB EVALUAS!
™ pencapaian trget o ™~ mmn.u‘.um.“ AGEL | MEALTAN] ™~
Panystengganman Pengeictam Informan Jumish Penyelenggaraan [nformos Adinistrasi] Laporsn [T} & 1] 857 020 5101 |Scang Pengeiciasn
Administras Kepsndutsan Yagendudsan Informan Administas
Fasiitas: Torhait Pangesolaan Informan Kimia Laporan Hasd Fasilitam Pangeiciaan | Laporn ] 0 500 I seEX0| 3115 [Bdey Pengecian
Anwiekas Neperss " i Ao
| Fependucian dan
Parmantastan Data
Peryelenggarasn Pemantaatan Data Asriah Dokurmen Perysienggaran Dokumen [] 0 000 [ 0 000 |y Pergeiviam
Pendudaan Pamartantan Data Kependudukan Indormas Admistan
Nepardud.kan dan
Pamardsstan Data
Ink Auviah Dokumn Hasll Komuniasi, Lapormn 1 1 10000 9.3% 1000000 1071 |Bideng Pangeiciaan
acministrasi kependuduian Informaal dan Edubasl kepada Pemanghu |irformanl Administas
Fepersngan den Masyarskat ¥epordudian dan
| Permardastan Data
Komunkan indormasl dan Edukas kepads Jurmilah Laporan Hasil Sosialisal Pengelolaan | Laporsn L] & 100 00 88528, Qa, nso+mm
Pamanghy Kepentingan dan Masyaratat Inbormani Administras Keperduoban Informasl Aministay
Kegardudhan car
Pemartaatan Dots
Prngeiotaan Profil Kependudukan Cakupan Pengalolaan Profil Kependudkan Pecwn 00 0 10000 9581 000} 55750 680 Tmm
Informas Adminsias)
| Lapendudian den
| Permantaatan Data
Penyusunan Profil Kependudutan Jumish Dokumen Profl dan Agregst Ockurmen 3 3 10000 €961 000 6067, 0 |Bidang Pengeiciann
Keponduduian rdcrmas AaTiseres
Fapencudukn dan
Pemartastan Dsta
Panyedaan Data Kependuiien aviah Data Kagy [ 3 3 100,00 9,581, 66875000 6580 |Bidang Pengeloiasn
Katupsten/Kote Irforman Admirstan
Kaperdudian den
|Pemartaatan Data
13 Meringhatian Kinea 1 Nis AKIP OFO Na | 7m0 | 770 | j000 0
Poranghat Daerah
Iwmmm Porsantase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Parsn 100 & %000 zmma 1527, M |5
Admirstranl Keuangan Perangkat Daerah Pacsartase Layanan Keuangen Peranghat Ferven 100 &0 8000 | 229038, 1654 406811] 7354 | Sekruiariat
Panyeciaan Gajl dan Tunjangan ASN Jumish Orang yang Meredma Gay dan | ™ me 0000 | 2280368 184 058N TIN
Turyangan ASN
Palaksanann Penatausaliasn dan dumish Cohumen Peratausahasn dan Dokumen ] 0 000 9 o 200
PergaanNertan Keuergan SKP0 Feaoguiia/Venficas) Keuangan SKPO Secetarat
Adminatrasl Kepagawaian Perangkat Daecan Perseniase Pemeruhan Administas Pactan 0 o 00 0 0o o000
Pangadaan Pakaan Dines besaria Atribut Jumiah Paket Pakalan Dinas baserta Atbut | Paket L] 0 o o o o0
Kelorgraparrya Kearghaperny2
Adminstrasl Umum Pecangkat Daerah F P Pernen 100 L 0.0 12305708  sE7es. 054
mum Perangeat Dasrah S Sencetarial
Penyodisan Komponen Inatulasl Jumish Faket Komponaen instatasl Pawst 1 ] w000 2,114 2001 ) ns
UstivPororangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Seeratanat
Panyedaan Bahan Logatk Kantor Asriah Jeris Paket Baran Logietk Kantor Pakat H] § 100 0¢ 15991, L2 anx»
yang Disechaban &
Peryscdias Rarang Cetahan dan Penggancaen Jurviah Paket Barang Cetsban dan Pakat 1 1 100.00 4,167 700] 2 Qe
Penggandaan yang Disechukan Sekvolanat
Ragat Koordnas aan A Laporn Penysiengpanar Rapat pon | 24 1 7500 %, Qs a8
KonmMasi SKPD Koordinasi dan Xonsultasl BKPO
Pergacm Bararg Mas Dseeans Ponriang Persertase Pamonuhan Barang Wil Dserah | Porsen | 100 W | 100m | SeAm0|  3407500| 648
Urusan Pamerintah Daecah Basus dengan Persncanaan
SeArtatat
Pengadan Pavalatan dan Mesn Lainnya Jumnish Unit Peratatan den Mesin Larrya Unit 1 1 100.00 5564 3207, 5483
yang Diseciakan Seloatatat
Penysciaan Jasa Penunjang Unusan Pe ¥ Capaian Pery Jass Persen 100 75 __EM__M 104, 463.008] 4674 . RN
Peryediasn Jusa Komunkes, Sumber Daya Air Jumiah Laporan Penyoediaan Jasa Laporan » n 500 AR s &S%
dan Ustiok Formunkan, Surter Daya Ar dan Listrik
yong Disediakan i T M=
Parysdasn Jasa Poimyanan Umam famor Jurriah Lapoean Panywdaan Jasa Poiayanan| Laporan | § 5 100.00 es572m2| 4702
Uimurm Kantor yang Disadiakan Sebntat
Puretrarasn Barang Ml Daerah Peruing Pursanitase Capaian Pomaliharaan Baracg Wik | Persan | 100 s 7500 188,842 as
Urzsan Pemerahan Dascah Desrah Sebotatat —
Periyscdhaan 1sss Pemeitaraan, Bioya imiah Kendaraan Perorangan Dinas atau | Unil B s 10000 mm.mirmatﬂu! l
Pajoh K Pereargar X Dinas Jobatan yarg Dpsihara Seketingt




PENCAPAIAN TARGET INOIKATOR KINERJA TRIWULAN It

sarum|

BIDANG PENANGGUNG | CATATAN | oo OMENDAS!
SATARAN STRATEGIS PNDICATOR 1GNERA Langhab-langhaby aktivitas PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME! QUTPUT SATUAN CAPAAN CAPAIAN JAWAS EVALUAS!
)

Parryechaan Jass Pormetiharaan, Biaya Jirriah Kendaraan Dinas Operasionsl atay Unt 000
Pameiturasn Pajsk dan Perizinan Kardirasn Lapangan yang Dipesihara dan dibyarian
Dinas Opscasional 2 Lipangan Pajok dan Perizinanmys Sebretanat
Pernsitaraan Paratatan dan Mesn Lannya Jurniah Paratatan dan Mesin Lainnya yang Uit [ZE4]

Dipelitars Searetaat
PamelihnaanRehatiitan Gedung Kantor dan Jumiah Gecung Kantor dan Bangunan Unit 0000 0 z:wsu‘ T248
Bargunan Lannys Lannya yang OgeiiharaDrwhabitas Selvrelatet

[ TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM VERIFIKATOR OPD_|
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2 [KEPALA BIDANG |RIMANITA ERIZON SE ME
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REALISASI RENAKSI TRIWULAN IV TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

KINERJA TRIWULAN IV PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERIA TRIWULAN IV CAPAIAN INDIKATOR TREWULAN IV ANGOARAN TRIVULAN IV
SASARAN STRATEGHS INDIKATOR KINERIA | SATUAN = PROGRAM) KEGIATAN 5U8 KEGWTAX INDIKATOR OUTCOME OUTPUT SATUAN BIMOPERNIIOWNS | | SATATAY
CAPAIAN | Langhahianghal sivvites capnan | FATOR
i/ h{
ARGET | REALISAS! ™ o target 0 Satuan | TARGET ~ muu-‘
1,1 Maningkninya Kisitas 1 ndeks Kepussan Angha | W& wn 9854 | O Mernghaban hepemilian Karks | Dokumen | 1000 000
Paiayanan Publi Mayerakst ierhacap Tanda Penduds (XTP)
Mermghatian bpenilan Kot | Ochumen | 150 000 Pendafieran Pendudul Mersie
idertae Ansk (YUA) Digial
3 Persantase Kepemihan Kart idwoties Anak Parsen 37 17 10224
Mornghaban hapeohun Adda | Dokumen | 300 000 Peisysnan Pendaftaren Pondud Parsentase Pendudul yeng Tedayers Terhadep | Persen 100 00 10000 195, 13054000] 070 |Bidang Pelayanan
Kelatirmn Ooiarmen Pendefaran Pandudd Adnniatasi Kependuddan
] Pocekaman KTP Elskronk Persan %2 9495 075
Meringkatian hepemiian Akls | Dokumen | 120 o amn Sumiah Doy Dokumen | 4500 5107 1ies 81, 708, 252 |Bdeng Pelsyanan
Nemstan Doiasmen Alss Pendafieren Penduds Fennlausahasn dan Panerbiten Dokumen
AMas Pandaftaran Panduduk
Mecertiin deta hependudilen | Dokumen | 0 oo oy ar Pendutuk Jumish Laporsn Huell Peninghaten Leporan 5] n 100 00 15012000 1230001 000 |Bdeng Peleysnen
sl hots Peiayanan Pendatiaran Penduduk |Adraate beperasasn
Parintousatiann dan Penerhitan Jumiah Dolumen Poncatsten, DCokumen 0 0 000 o 000 [fsdeng Peieyanan
Ponataan Pendafioren Penduduk Persentase Pendafiaran Penduduk yang Persan 100 o 000 [CECT= IETTF77 JEE T [ewps-—
Tertsksans Admint as Leperdodsn
Ponyusunsn Tats cars Peranconaan, umiah Cokumen Tats Dokasmen 1 ] 10000 § 564,900} 160 500 B483 | Bideng Pelayanan
Peisksansan Femantouen, Evelasel, Pelshaaneen Femartman Evebuasl Agmnut ael Kepsndudian
Fengandaian can Pelagoren Pemyelen g aen Pengancaien dan Pelsporen
Catar Jamiah Dokumen Kepeodudhm Oslan | Cokumen | 6,000 6000 [] 142,190, 137291, 000 |Bieng Polaywnan
blangho KTPEL Formdr den Buku Tetat Bengho KTPE, Formulr dan Buky Terkalt 021 Veperdudszn
Ferysiangp e Fencatar e Penduda Svint s P ¥ Jeniis 1 1 100.00 11:&3(1 2855500 9137 [Bdng Pelaymnan
Ponduduk
Sonsicas Pendafiaren Pendudak Jumish Laperan Haull Sosislsasl Laporan 1 1 10000 31550, BB NW Petsyanan
Pondaftaren Penduduk Kaponduasan
Ponostatan Sipl Akts Kemafan yang begi| Persen 0w wo 100 00 TREA Y WB  |Bowng Pelaywan
yong Meisporian [Admrmt el Kepondudsan
Parsantase Akts Ketshsan yang Olertiion bags|  Peovsen w 100 100 00
Akia Pu yong Parven 9w 100 100.00
Parserinse Akts Percerman yang Dierbiian Parsen 00 100 100.00
Powyanan Pencataoe Sol Jumish Kepemihan Akia Keishran Use 018 ™ 1,500 1014 7800 276970 79554154 2005 |Bdang Peleysnmn
Tatun | Admiraet ses Kependuddan
Pecwng dmiar Pl Spl Jueiah Layanan Pencatatan Sipil yang Luyanan 1,300 1014 B 1066560601 73554954 S35 |Baang Peleyenan
Danghatan Agrwrscy s Kapaedad s
1.2 Maningiadrvys Kioitas 1 Perssntase Pomantasten | Persen | 100 100 10000
Pangalolsan den can Ketwrsadiasn Date
Pemantaatan Data Kepsodisdban yaog
Koponduduben beg Aburat dan informat?
Pamarintahan dan
Masywmat
geiclaan informant Informas Perven 100 100 100 00 s IR
FPeeryeiorggarsen Pengeicisan iormas Jumish Pecysmngoerssn informes: Administaal | Laporan ” 12 10000 08570050 73371768 748 |Bidang Pengeiieen
Asrrwtau Lependsd i Kapendudian | nformansi Admretes
Permarisaten Dsta
Faefitau Torvat Pangeioinan ndorman Jumiah Laporan Hosl Faclitasl Pengeiolsan | Laporan 12 {H 10000 20717 000y 700900 4155 |Eideng Pengeioiesn
adminisyes Kepandudukan Intormmasl Adminiatrasi Kependudukan | riormae AdTratan
Kepondudan dan
Pemanissten Dete
Penyslonggarsan Pomantastan Deta Jurndah Dokuman Penyeienggarsan Dokumen 0 0 [T [ 4 000 |Sdeng Pengsivleen
Pendudukan Pomantsatan Data Kependudubsn | informasi Admanistas
Keperdudikan dan
Pemanissian Date
Sosabsas! le\sd pengeiiesn normen dumdah | Lagormn 1 1 10000 838 0 Bidang Pengeiolsan
adTIET N bapendud e ekrmas Admnat s hapsnduddn Informass Advinsi ey
Kepoodudutan dmn
Femantsatan Deta
Jumish Cokimen Hasd Komunhas, Lapormn 5 [} 10000 mﬁ 6115866 8521 |Bcang Pengeciamn
Koperdingan dan Masysrnkat | egendudsan dun
| Pecartastar Deta




Pengsiolasn Profi Kapenduduhan Cabupan Fangokiaen Profl Kependudutan Parsan 100 100 10000 sseroof 70650000 7550 |Bidang Pangelolesn
Irdormas Admevctse
Kependudsan den
Pemantastan Dots
Peryusunan Profl Kependudban Aumiah Dohumen Profi dsn Agregast Dokumen 3 3 10600 9,981.000| 7665000 7680 li-.w
aponduduhon | Informans Admwist s
| Lependudsmn dan
| Pamantaster Oota
Penyediasn Data Kependudikan Jumiah Diatn Kependuduban K: Dokumen 3 3 10000 9981 000| THESO00) TS0 |Sidang Pengeioiaen
Kabupstsn/ote | rdorman Asewata
Kependuduimn dan
Pamaniastan Osta
13 Mennghainys Kineria 1 Ml AXIP Divs Aok | 7070 oo | 1000
Pencatatan Sipl
Perurgeng Unusen Pemerninhan Deers Persantoss Pemenuhan Lrusan Panunjang yang |  Parsen 100 100 10000 | 2820682402 2567007284) SO | Sekwiariat
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Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) dan Penilaian Kineja Organisasi (PKO) pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut :

I. Pendahuluan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kevangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja dan penilaian kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja
Organisasi serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemenntah Kota Padang Panjang

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetabus tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinera Instanst Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat
sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government), Secara lebih nncl, tujuan
evaluasi AKIP adalah:

a memperoleh informasi mengenai implementast SAKIP.

b. menilai tingkat implementass SAKIP.

¢. memlal tingkat akuntabilitas kinerja.

d memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan



¢ memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas
perencanaan  Kinerja, pengukuran Kinerja berjenjang, pelaporan kinenja, evaluasi
akuntabilitas kinerja internal.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil
evaluasi tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

. Telah mempublikasikan dokumen perencanaan Kinerja pada website Pemerintah Kota
Padang Panjang.

Tujuan, indikator Kinerja tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja
telah dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),

Dokumen crosscutting yang menunjukkan sasaran strategis dan sasaran program telah
menggambarkan hubungan keterkaitan dengan instansi lain maupun antar bidang.
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rckomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi
Tahun 2024 yang belum sclesar ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan kembali pada
masing-masing komponen dibawah ini.

_l\.l
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Hasil Evaluasi AKIP dan Penilaian Kinerja Organisasi

A. Hasil Evaluasi AKIP
Hasil evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
memperoleh nilar 71,40 atau predikat BB. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Perencanaan Kinerja 30 2370
2. Pengukuran Kinerja 30 17,70
i Pelaporan Kinerja 15 12.75
4 Evaluasi Internal 25 17.25

Komponen penilaian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut!
1. Perencanaan Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah memiliki
dokumen Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja secara
berjenjang yang selaras dengan Rencana Strategis, Namun demikian masih terdapat
hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kinerja diantaranva sebagai berikut
1) Penjenjangan Kinerja sudah mulai dibuat namun belum sepenuhnya mengacu
kepada tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan
Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab I1 poin (2). Dimana dalam penjenjangan
kinerja terdapat 4 tahapan yakni :
a Penetapan outcome












